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BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DIl LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2}, ayvat (3) dan

avat (4} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang,
Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil
rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari
dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang
memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran vang disertai indikator kinerja dan
pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap
Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah
Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;

. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja
Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026,

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistern Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomeor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penvelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323):

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 30} sebagaimana telah
beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Nomor © Tahun 2024 tentang Perubahan
ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 109);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 114};



10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 Nomor
12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 141},

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja
Pemerintah  Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312};

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati in1 vang dimaksud dengan :

1

. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Bupati adalah Bupati Purbalingga.

. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penvelenggaraan urusan Pemerintahan vang menjadi kewenangan Daerah
pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

.Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan Daerah

vang selanjutnyva disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA
Kabupaten Purbalingga.

. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten

Purbalingga.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 vang

selanjutnva disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional

untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2025 sampai
dengan Tahun 2029.

. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2025-2029 vang selanjutnva disingkat RPJPD Provinsi Jawa
Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua
puluh) tahun dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.



10.

11.

12.

13.

14.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

_Rencana Kerja Pemerintah Daerah vang selanjutnva disebut RKPD adalah

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
sebagai penjabaran dari RPJMD.

Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnva disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya. guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
dava vang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilavah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Rencana Tata Ruang Wilayah, vang selanjutnya disingkat RTRW adalah
hasil perencanaan tata ruang vang merupakan penjabaran strategi dan
arahan  kebijakan pemanfaatan ruang wilavah  nasional dan
pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilavah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan vang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan vang diambil oleh pemerintah daerah
untuk mewujudkan tujuan.

Program adalah instrumen kebijakan yvang berisi satu atau lebih kegiatan
vang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan
masvarakat vang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yvang menangani
urusan perencanaan.

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan vang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output] dalam
rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatf.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yvang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
vang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiavaan
serta asumsi yvang mendasarinva untuk periode 1 {satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran vang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagal acuan
dalam penvusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat
Daerah.

Musyvawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyvusun rencana pembangunan daerah.

Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan
urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.



BAB i
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2026 bertujuan untuk:

a.

b.

mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-2 {duaj
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2025-2029:

mewujudkan integrasi, sinkronisasi. dan sinergitas pembangunan antar
sektor. antar wilavah. antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan: dan

penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah [(RENSTRA PDj
Tahun  2025-2029 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasai 3

Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu} tahun
Perangkat Daerah sebagal penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2025-
2029,

Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) digunakan sebagai bahan
penvusunan RKPD.

Pasal 4

Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.

Perangkat daerah vang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:

Dinas Pendidikan dan Kebudavaan:
Dinas Kesehatan;
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Permukiman:
Satuan Polisi Pamong Praja;
Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;
Dinas Tenaga Kerja;
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan,
Dinas Lingkungan Hidup:
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa:
. Dinas Perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika;
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
Dinas Pertanian:
Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretariat Daerah;
Sekretariat DPRD;
. Badan Perencanaan Pembangunan. Penelitian dan Pengembangan
Daerah;
X. Badan Keuangan Daerah;
v. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Dava Manusia;
z. Inspektorat Daerah:
aa. Badan kesatuan Bangsa dan Politik;
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bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
cc. RSUD Panti Nugroho; dan
dd. Kecamatan Kemangkon;
ee. Kecamatan Bukateja;

ff. Kecamatan Kejobong;

gg. Kecamatan Kaligondang;
hh.Kecamatan Purbalingga;

ii. Kecamatan Kalimanah;

ij. Kecamatan Kutasari;

kk. Kecamatan Mrebet;

. Kecamatan Bobotsan:
mm. Kecamatan Karangreja;
nn. Kecamatan Karanganyar;
oo. Kecamatan Karangmoncol:
pp. Kecarmatan Rembang;

qq. Kecamatan Bojongsari;

rr. Kecamatan Padamara;

ss. Kecamatan Pengadegan;
tt. Kecamatan Karangjambu;
uu. Kecamatan Kertanegara.

Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUAS!

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Renja PD.

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. pengendalian dan evaluasi terhadap penvusunan Renja PD;
b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD;dan
c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.

Kepala Perangkat Daerah menvampaikan laporan hasil pengendalian dan
evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (2} kepada Bupati melalui
Kepala Perangkat Daerah yvang membidangi Perencanaan Pembangunan
Daerah.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:

a. hasii pengendalian dan evaluas: menunjukkan bahwa proses
perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penvusunan
rencana pembangunan daerah vang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan,;

b. hasii pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi vang
dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan vang mendasar.
Perubahan vang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, meliputi

perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana

program dan kegiatan dan/atau keadaan vang menvebabkan saldo



anggaran lebih tahun anggaran sebelumnyva harus digunakan untuk
tahun berjalan, terjadinva bencana alam, goncangan politik, krisis
ekonomi, konflik sosial budava, gangguan keamanan, pemekaran daerah.
atau perubahan kebijakan nastonatl.

{3} Penvusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada
Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah sampai dengan Triwulan Il Tahun berkenaan

{4} Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah
Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-
2029 dan Renstra PD Tahun 2025-2029. maka penvusunan Renja Perangkat
Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen
perencanaan terbaru dimaksud.

BAB Vii
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannva dalam Benta Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal ]
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Diundangkan di Purbalingga - W _
pada tanggal
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1.1

1.2,

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2026

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnva disingkat
Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk
pericde 1 {satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas
Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai
dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan
rencana program. keglatan, indikator kinerja, pendanaan indikartif,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program,
kegiatan. indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan
kelompok sasaran pada dokumen Rencana Keria Pemerintahan Daerah
(RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2026, sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD} akan
ditetapkan melalul Peraturan Bupati Purbalingga. sejalan dengan hal
tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk
penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD vang disusun memuat
program, kegiatan dan sub keglatan tahun 2026, sesuai dengan
dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

Dasar Hukum Penvusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20043 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



10.

11.

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398):

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemmerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5601};

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 20056-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 30} sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 98);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga
Nomor 141};

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7: Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



1.3.

12.

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312}:

Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1114);

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2026 dimaksudkan sebagai

penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-lima pelaksanaan Renstra
PD Tahun 2025-2029 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan
pagu indikatif Perangkat Daerah vang ditetapkan dalam dokumen RKPD
Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 berdasarkan tugas pokok dan

fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung
perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun tujuannva adalah untuk:

. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan
program. Kkegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah vang
ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun
2026 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat
Daerah;

. Menjadi  alat  untuk  menjamin  keterkaitan  perencanaan.
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



BAB 1}
RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai
bertkut:

SO0 R W

10.
11,
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

24,
20.
26.
27.
28.
29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
32.
43.
44.
45.

46.
47.

Dinas Pendidikan dan Kebudayvaan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
Dinas Perumahan dan Permukiman;

Satuan Polisi Pamong Praja;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdavaan
Perempuan dan Perlindungan Anak:

Dinas Tenaga Kerja;

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
Dinas Lingkungan Hidup;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
Dinas Pemberdayaan Masvarakat dan Desa;
Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika;

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan:

Dinas Pertanian;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Sekretariat Daerah,;

Sekretariat DPRD;

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Daerah;

Badan Keuangan Daerah:

Badan Kepegawatian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
Inspektorat Daerah;

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

RSUD Goeteng Taroenadibrata,

RSUD Panti Nugroho; dan

Kecamatan Kemangkon,;

Kecamatan Bukateja;

Kecamatan Kejobong:

Kecamatan Kaligondang;

Kecamatan Purbalingga;

Kecamatan Kalimanah;

Kecamatan Kutasari,

Kecamatan Mrebet;

Kecamatan Bobotsari;

Kecamatan Karangreja,

Kecamatan Karanganvar,

Kecamatan Karangmoncol;

Kecamatan Rembang;

Kecamatan Bojongsari:

Kecamatan Padamara;

Kecamatan Pengadegan;

Kecamatan Karangjambu;
Kecamatan Kertanegara.



BAB 1!
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD} Tahun 2026 merupakan
dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah vang disusun oleh
masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2029.

Melalui penvusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan
keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan
tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanva
dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam
RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026.

Diundangkan di Purbalingga

pada tangga! .
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBMW ‘ir
N

BERITA DAERARYARURA PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR



KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Purbalingga Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat
Daerah yang memuat kebijakan dan Program/Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan
dalam penyususnan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Disamping itu Renja BKPSDM ini menjadi evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada
tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan dan tahun berikutnya.

Rancangan Awal Renja BKPSDM Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan
periode akhir dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM Tahun 2021-2026 yang memuat
rencana tujuan dan sasaran periade tersebut yang hendak dicapai sesuai dengan Tugas Pokok
dan Fungsi BKPSDM Kabupaten Furbaiingga.

Renja BKPSDM Tahun 2026 disusun sesua dengan Permendagri 86 Tahun 2017
yang menggambarkan Perencanaan Strategis, dana indikatif heserta sumbermnya serta
perkiraan maju berdasarkan pagu indikatif. Melalui Renja Tahun 2026 diharapkan dapat
memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat Program/Kegiatan yang direncanakan
bagi pemerintah dan masyarakat.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
(RENJA BKPSDM) merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Renja BKPSDM merupakan penjabaran perencanaan
tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) BKPSDM sehingga penyusunan Renja BKPSDM
berpedoman pada Renstra BKPSDM dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan, yang dilaksanakan langsung
oleh Pemerintah Daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan, RENJA BKPSDM mempunyai
arti strategis dalam penyelenggaraan program urusan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten
Purbalingga, mengingat beberapa hal sebagai berikut;

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan visi, misi, dan
program PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis PD dan sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);

2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke
dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
pada tahun 2025;

3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan
program/kegiatanPD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana
Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja BKPSDM.

Penyusunan Renja mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra, hasil evaluasi
pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan periode sebelumnya, masalah yang
dihadapi dan usulan program, kegiatan serta sub kegiatan yang berasal dari Masyarakat,
Renja BKPSDM Tahun 2026 merupakan penjabaran dari kebijakan dan strategi
pembangunan yang termuat dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2026. Selanjutnya
Renja BKPSDM Tahun 2026 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan
RAPBD yaitu penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKPSDM Tahun 20285.

1.2 Landasan Hukum
Penyusunan RENJA BKPSDM Tahun 2026 didasarkan pada :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

T T T
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3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Republik indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembanguna Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Reppublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pemabangunan dan Keuangan Daerah:

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 22 tentang perubahan kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Nomor 109);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2022 Nomor 114;

T Ty
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangianan Jangka Panjang Kabupaten Purbalingga Tahun 2025-2045;

19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2021-2028;

20. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan
Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga;

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026 dimaksudkan sebagai panduan dalam
melakukan evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Tahun 2026 dan perencanaan
program/ kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA)
BKPSDM Kabupaten Purbalingga.

1.3.2. Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Tahun 2026 ini adalah :

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan serta
indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, dan lokasi kegiatan
dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan BKPSDM tahun 2026;

2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2026 dalam
rangka pencapaian f{ujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga secara
sistematis dan terorganisir;

3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
dan

4. Sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai
dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum
ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Purbalingga Tahun 2026

%
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1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka sistematika penyusunan RENJA BKPSDM
Tahun 2026 meliputi:

Bab | PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan
serta Sistematika Penulisan.

BAB Il HASIL EVALUAS! RENJA BKPSDM TAHUN 2024
Bab ini berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian
Renstra BKPSDM, Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM, Isu-isu Penting
Penyelenggaran Tugas dan Fungsi BKPSDM, Review terhadap Rancangan Awal
RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB [l TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini berisikan telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja
BKPSDM

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif.

BAB V PENUTUP

T T B e ———————————————————
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BAB Il

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PADA TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun 2023 dan Capaian Renstra BKPSDM.

1. Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024
Tahun 2024 BKPSDM mendapat alokasi Anggaran Sebesar Rp. 7.340.299.000,- (T ujuh
Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
dengan Capaian Realisasi Sebesar Rp 6.787.024.590,- (Enam Milyar Tujuh Ratus
Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah )
atau 92,46 % sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawabh ini:
Tabel 2.1
Capaian Realisasi Anggaran Belanja BKPSDM
No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | TARGET (Rp.) | REALISASI (Rp.) PERS(E&“;TASE
(1 @ @ @ ®
Jumlah Total 7.340.299.000 6.787.024.590 92,46
Urusan Kepegawaian 7.282.949.000 6.731.231.090 82,42
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
! PEMERINTAH DAERAH 5.860.200.000 |  5-475.693.301 93,44
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi
1 Kinerja Perangkat Daerah 3.500.000 3.276.975 93,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 1.500.000 1.360.600 90,71
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.000.000 1.916.375 95,82
2 Administrasi Keuangan 5.473.263.000 5.099,123.601 93,16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.362.487.000 4.991.621.818 93,08
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas
ASN 64.776.000 63.096.783 97,41
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 46.000.000 44.405.000 96,53
Administrasi Barang Milik Daerah pada
3 Perangkat Daerah 3.900.000 3.900.000 100,00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
SKPD 3.900.000 3.900.000 100,00

%5
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Administrasi Kepegawaian Perangkat

4 | Daerah 10.000.000 9.929.000 99,29
berdssarkan tugas dan funge 10,000,000 9620000 | 99,29
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 50.735.000 49.584.750 97,73
Egg;ggsgrgggﬂogaegg;Eﬁ:‘r,laé;ntor 1.692.000 1.672.000 98,82
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.063.000 24.725.250 98,65
;E:P::gai?]ag{luiijhaannggﬁ coan dan Peraturan 1.010.000 1.005.000 99,50
Fasilitasi Kunjungan Tamu 13.250.000 12.532.500 94,58
Egzgﬁ;gr;?gra(g%Rapat Koordinasi dan 6.120.000 6.050.000 98,86
Pemarttaiiny By Ektoni pada SKPD 3.600.000 3.600.000 | 100,00
S | Bemeriniah Doy T 2"d Urusan 168.161.000 169.864.526 95,07
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 415.000 396.000 95,42
zierngae:iaigtnriiasa Komunikasi, Sumber Daya 58,350,000 91.043.153 92,57
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 69.296.000 68.425.372 98,60
7 ;:rrln :A}gzgﬁtfsiﬁlggerﬁiljiﬁlg?g: r:)aﬂrah 150.641.000 160.014.450 99,58
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
pemeliharaan_, Pajak, dan. Perizinan 113.151.000 112.807.450 99,70
Kendaraan Dinas/Cperasional atau lapangan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya 19.380.000 19.157.000 98,85
ggnmgetiir:]:r:al?a'}ﬁs;‘:b”“w Gedung Kantor dan 18.410,000 18.050.000 95,67
I KEPEGAWAIAN DAERAH 1.422.749.000 1.255.537.789 88,25
8 ﬁiﬁﬂ;ﬂiaa?;: SN oran dan Infromasi 279,391.000 178.874.745 64,02
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS 163.693.642 62,05

dan PPPK

263.781.000

%
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Koordinasi Pelaksanaan Administrast 7.845.200 98,07

Pemberhentian 8.000.000
Pengelotaan Sistem Informasi Kepegawaian 7.600.000 7.335.903 96,53
9 Mutasi dan Promosi ASN 451.173.000 445.358.114 98,71
Pengelolaan Mutasi ASN 187.400.000 183.182.268 97,75
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 20.500.000 30.289.000 98,34
Pengelolaan Promosi ASN 233.273.000 231.876.846 99,40
10 Pengembangan Kompetensi ASN 568.885.000 509.191.999 89,51
Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 38.150.000 36.724.400 96,26
Pengelolaan Assesment Center 88.000.000 67.285.918 98,95
Pengelotaan Pendidikan Lanjutan ASN 42.873.000 32.395.500 75,56
Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan
Diklat 404.038.000 357.228.781 88,41
Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN 824.000 819.000 99,39
Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 15.000.000 14.738.400 98,26
11 Penifaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 123.300.000 122,112,931 89,04
Penyusunan Kebijakan dan Evaluasi Kinerja
Aparatus 25.000.000 24.574.495 98,30
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi
Pegawal 73.000.000 72.512.500 89,33
Pembinaan Disiplin ASN 20.300.000 20.181.036 99,41
Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 5.000.000 4.844.900 96,90
Urusan Pendidikan dan Pelatihan
PROGRAM PENGENMBANGAN SUMBER
| paya MANUSIA 57.350.000 56.753.500 97.29
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan
12 Kompetensi Manajerial dan Fungsional §7.350.000 55.783.500 97.29
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan 55.793.500
Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, 57.350.000 T 97,29

Kepemimpinan, dan Prajabatan

m
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Berdasarkan tabel di atas realisasi anggaran BKPSDM di Tahun 2024 adalah sebesar
92,46 %. Kegiatan yang capaiannya dibawah 80 % adalah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian
dan Informasi Kepegawaian ASN sebesar 67 % hal ini karena dalam Tahapan Pengadaan ASN
Formasi Tahun 2024 anggaran untuk seleksi kompetensi berupa CAT tidak dipergunakan.
Adapun rincian dari penjelasan atas realisasi anggaran Tahun 2024 adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari 2 Sub

Kegiatan, masing-masing sub kegiatan dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,digunakan
untuk membiayai penyusunan Renja Tahun 2025, RKA Perubahan/DPPA Tahun
2024 dan RKA/DPA Tahun 2025;

b. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, digunakan untuk penyusunan :
- Dokumen laporan bulanan;
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjiP) BKPSDM;
- Laporan evaluasi Tribulanan;
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) BKPSDM;
- Laporan Gratifikasi;
- Laporan MCP,

2. Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari 3 sub kegiatan denhgan realisasi
kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, digunakan untuk fasilitasi
pembayaran gaji dan TPP PNS untuk 35 orang;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN vyaitu
terlaksananya perjalanan dinas ke luar kota dalam rangka memenuhi undangan
dari instansi terkait dan koordinasi sebanyak 31 kegiatan dan perjalanan dinas
dalam kota sebanyak 9 kegiatan

c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD, digunakan untuk
fasilitasi honor pengelola keuangan (Pengguna Anggaran, PPK, PPTK,
Berndahara, dan Pembantu Bendahara, Bendahara Non Gaji, Bendahara
pengelola gaji).

3. Kegiatan Administrasi Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, hanya
1 Sub Kegiatan yaitu Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD,
digunakan untuk membiayai honorarium Pengurus barang dan honorarium pejabat
pengadaan.

M
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4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, hanya ada 1 Sub Kegiatan
yaitu Pendidikan dan Pefatihan Kepegawai berdasarkan tugas dan fungsi, realisasi sub
kegiatan ini adalah;

1. Diklat Analis SDM Aparatur;

2. Bintek SPIP;

3. Bintek Jabfung hasil penyetaraan.

5. Adminitrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari 6 Sub Kegiatan, dengan realisasi
masing-masing sub kegiatan sebagai berikut
a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor, digunakan untuk fasilitasi pemeliharaan perlengkapan listrik kantor
sebanyak 1 paket

b.  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, digunakan untuk fasilitasi bahan
logistik kantor sebanyak 7 paket berupa tabung gas, Alat TulisKantor, Bahan
kertas/Cover, Bahan Komputer, perabot kantor, cindera mata dan obat-obatan
lainnya,

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
sebanyak 1 paket digunakan untuk fasilitasi langganan surat kabar Harian Radar
Banyumas

d. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, digunakan untuk fasilitasi kunjungan
tamu sebanyak 26 kegiatan/Laporan diantaranya fasilitasi review Manajemen ASN,
Review Benturan Kepentingan, Rapat Tim Penilai Kinerja dan lain-lain

e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD,
digunakan untuk membiayai rapat koordinasi sebanyak 10 kegiatan

f.  Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD,
digunakan untuk honor operator SIMDA, Sim ASET dan Koordinator SIPD SKPD.

6.  Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari 3 Sub Kegiatan
dengan masing-masing sub kegiatan realisasi pencapaian target kegiatan sebagai
berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, digunakan untuk pengiriman Surat
Pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Tahun 2024

b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrk,
digunakan untuk langganan telepon, air, fistrik,dan langganan internet selama
Tahun 2024,

c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, digunakan untuk
Honorarium Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan dan Tenaga Supir.

%
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7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari

3 Sub kegiatan dengan realisasi Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, digunakan untuk fasilitasi
pemeliharaan kendaraan dinasflapangan sejumilah 3 Kendaraan Roda Empat dan
18 unit Kendaraan Roda Dua

b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya,digunakan untuk
fasilitasi terpeliharanya peralatan dan mesin kantor ( pemeliharaan AC,
pemeliharaan PC/Note Book, dan pemeliharaan Komputer )

C. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya,
digunakan untuk membiayai pemeliharaan kantor pengecatan

8.  Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN terdiri dari 4 Sub
Kegiatan dengan realisasi kegiatan sebagai berikut :
a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK, digunakan
untuk pengangkatan PPPK formasi Tahun 2024 dengan rincian Tenaga Kesehatan
276 orang dan Guru 7 orang serta kegiatan pengadaan ASN formasi Tahun 2024
sejumiah 530 Formasi dengan rincian sebagai berikut:

Seleksi
Lujus
Administrasi
Jumlah Jumlah
Kebutuhan Seleksi
Formasi | Pelamar SKD .
MS T™MS Kompetensi
CPNS
PPPK
CPNS 40 2332 2141 191 114
PPPK Guru 300 22086 2200 6
PPPK 150
Nakes
PPPK 40 40
Teknis

b. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian, dilaksanakan untuk Fasilitasi
Pengurusan Adminitrasi Pensiun dengan jumiah pegawai yang memasuki masa
purna tugas sebanyak 363 PNS dan 11 PPPK, dengan rincian sebagai berikut :

E
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PNS :

* Batas Usia Pensiun (BUP) : 327 orang
s Atas Permintaan Sendiri (APS) ! 25orang
* Janda/Duda (meninggal dunia) : Sorang
e Uzur . 1orang
e Punah ! 1lorang
PPPK:

* Batas Usia Pensiun (BUP) : Sorang
* Meninggal Dunia :  4orang
¢ PDHTAPS : 2orang

C. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian,digunakan untuk :

* Update data kepegawaian PNS = 5951 orang
e Update Data CPNS = 1 orang
e Update data PPPK = 2311 orang

e Permohonan Karis/Karsu sejumiah 166 usulan dan jumlah terselesaikan
sebanyak 138 yang terdiri dari 65 KARIS dan 73 KARSU

9. Mutasi dan Promosi ASN terdiri dari 3 Sub Kegiatan dengan realisasi kegiatan sebagai
berikut :
a. Sub Kegiatan Pengeloaan Mutasi ASN, digunakan untuk memproses Dokumen
Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah dengan rincian sebagai berikut:

» Mutasi dan Promosi JPT dan JA : 166 orang
e Mutasi Keluar : 3 orang
+ Mutasi Masuk ;22 orang
¢ Mutasi antar OPD : 11orang

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN, digunakan untuk membiayai
Proses Pengajuan Kenaikan Pangkat, Koordinasi dan Konsuiltasi dengan Kanreg |
BKN Yogyakarta, adapun jumlah kenaikan pangkat Tahun 2024 sebanyak 1584
PNS terdiri Dari KP Golongan [ll ke bawah sejumlah 880 PNS, KP Golongan 4a-
4b sejumlah 636 PNS, KP Golongan 4c ke atas 68 PNS dan berkas tidak memenuhi
syarat sebanyak 7 PNS seperti digambarkan datam table di bawah ini:

%
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no | Pericde Gol tll | Golongan | Golongan | Tidak Jumiah
kebawah | 4a-4b 4c keatas | memenuhi
syarat
Februari 19 12 1 32
April 322 209 16 3 547
Juni 167 218 21 3 406
Agustus 71 95 16 182
Oktober 232 36 10 278
Desember 69 30 4 1 103
Jumlah
Total 880 636 68 7 1584

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN digunakan untuk pelaksanaan Assesment
baik untuk JPT Pratama maupun talent pool administrator dan Pengawas, dengan
rincian :

1. Uji Kompetensi/Assesment JPT dengan peserta sejumiah 27 PNS bekerja
sama dengan LPPM UNS;

2. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Calon Pejabat Administrator
dengan peserta sejumiah 30 PNS

3. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kurtural Calon Pejabat Pengawas
dengan peserta sejumiah 30 PNS

10.  Pengembangan Kompetensi ASN terdiri dari 5 Sub Kegiatan dengan realisasi kegiatan
sebagai berikut :
a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN, digunakan untuk:
* Rapat Koordinasi Kepegawaian dengan peserta sebanyak orang pengelola
kepegawaian dan Sekretaris pada Perangkat Daerah;
» Koordinasi dan Konsultasi terkait Merit system dengan BKN RI di Jakarta;
» Konsultasi terkait Manajemen Talenta di Kabupaten Cilacap.
b. Sub Kegiatan Pengelolaan Assesment Center, digunakan untuk Fasilitasi Ujian
Dinas dengan rincian sebagai berikut:
» Ujian Dinas Tingkat | dengan Jumlah Peserta 50 PNS, Lulus 44 PNS tidak lulus
6 PNS
» Ujian Dinas Tingkat Il dengan Jumlah Peserta 16 PNS, Lulus 15 PNS, tidak
lulus 1 PNS

m
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» UPKP Tingkat Ili dengan jumlah peserta 16 PNS, Lulus 7 PNS tidak lulus 9
PNS

¢. Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN, digunakan untuk fasilitasi

Tugas Belajar sebagai berikut:

» Memproses Surat Rekomendasi Tugas Belajar sejumlah 51 orang;

¢ Tugas Belajar 22 orang

» Perpanjangan Tugas Belajar dengan rincian Pendidikan S2 2 orang dan
Pendidikan S3 1 orang;

¢ Pemberhentian Tugas belajar dengan rincian Pendidikan S1 2 orang,
Pendidikan S1 dan Profesi 1 orang, dan Pendidikan S3 2 orang

Selain Fasilitasi BKPSDM juga bemberikan bantuan Pendidikan kepada PNS

dengan rincian:

* Jenjang Pendidikan S1 sejumlah 2 orang

» Jenjang Pendidikan S2 sejumlah 5 orang

d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat, digunakan untuk
membiayai Diklat Kepemimpinan dan Diklat Kepamongprajaan bagi Camat dengan
rincian
* Diklat Kepamongprajaan 5 orang;

* Pelatihan Kepemimpinan Nasional 2 orang;

* Pelatihan Kepemimpinan Administrator sejumlah 3 orang;

* Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sejumiah 10 orang;

Adanya sisa anggaran pada Sub kegiatan ini adalah karena adanya perubahan
metode penyelenggaraan Diklat yang direncanakan secara kiasikal tetapi
direalisasikan dengan metode blended learning.

e. Sub Kegiatan Evaluasi Dikiat dan Sertifikasi Jabatan ASN, digunakan untuk
membiayai rapat-rapat evaluasi pasca pelatihan, Pada Tahun 2024 BKPSDM
melaksanakan kegiatan evaluasi Pasca Pelatihan dari Alumni Pelatihan Tahun
2023 hekerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah dengan rincian:

* Pola Pengiriman sejumiah 118 alumni;
¢ Pola penyelenggaraan sejumlah 102 Alumni;

* Pelatihan Fungsional sejumlah 4 orang

%
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f. Sub Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional, digunakan untuk memproses
pangangkatan, kenaikan jenjang, perpindahan dan pemberhentian jabatan
fungsional. Jumlah pemrosesan Jabatan Fungsional adalah:

e Pengangkatan pertama sejumlah 218 PNS;

« Pengangkatan Kembali sejumlah 17 PNS;

» Kenaikan Jenjang jabatan sejumiah 86 PNS;
» Pemberhentian jabatan sejumlah 7 PNS

11. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur terdiri dari 4 Sub Kegiatan dengan realisasi
kegiatan sebagai berikut :
a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dilaksanakan
untuk:
a) Fasilitasi Ekinerja yaitu berupa Sosialisasi E-Kineria BKN dan Fasilitasi SKP
kepada seluruh OPD di Kabupaten Purbalingga;
b) Koordinasi dan Konsultasi dengan 8KN RI terkait Ekinerja;
¢} Penyelesaian SPT Kenaikan Gaji Berkala sebanyak 33 usulan (sesuai
Perbup nomor 105 Tahun 2022 tentang Pendelegasian wewenang usulan
pembuatan SP KGB yang diterbitkan dan diproses oleh BKPSDM hanya
untuk Kepala dan Sekretaris Perangkat Daerah saja (Kepala Badan/ Dinas,
Sekretaris Badan/ Dinas, Camat, dan Sekretaris Kecamatan).
d) Fasilitasi pemberian cuti sebanyak usulan dengan rincian sebagai

berikut:

e Cuti Besar : 75 usulan
e Cuti Tahunan : 336 usulan
e  Cuti Sakit ;52 usulan
e  Culi Alasan Penting :  8usulan

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai,digunakan
untuk pelaksanaan Lomba ASN Of The Year. Hasil seleksi ASN Of The Year adalah
terpilihnya 1 ASN of the year dan 5 ASN Inspiratif

c. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN, digunakan untuk penegakan disiplin
dengan realisasi kegiatannya yaitu:
 fasilitasi LHKPN bagi pejabat Eksekutif sejumlah 251 Wajib Lapor dan pejabat
legislatif sebanyak 45 Wajib Lapor;

%
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e Pemrosesan hukuman disiplin Tahun 2024 terdiri dari Hukuman Disiplin
Sedang sebanyak 1 orang dan Hukuman Displin Berat sebanyak 10 orang
terdiri dari 10 ASN dan 1 PTT

d. Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai digunakan untuk mediasi
dan konsultasi perceraian dan pada Tahun 2024 sudah diterbitkan ijin perceraian
sebanyak 31 terdiri dari 18 fjin cerai dan 13 Surat Keterangan untuk Melakukan

Perceraian

12, Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi, hanya ada 1 Sub
Kegiatan yaitu Sub Kegiatam Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan, digunakan untuk Orientasi PPPK dengan jumlah 183 orang.

2. Capaian Renstra BKPSDM

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025
sebagaimana Tabe! 2.2.

T T ——,—,—,—— e S
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Tabet 2.2

Rekapitutasi Evatuasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra BKPSDM s/d Tahun 2025 {tahun berjalan)

Kabupaten Purbalingga

=
i

Perkiraan Realisasi

§ Realisasi : Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Renstra
Target Target Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2024 Target Perangkat Daerah s/d
Kinerja arge . Program | tahun 2025 berjalan
K . Kinerja - —T g T e A T
: : Capaian Hasil ! dan Realisasi
! Urusan / Bidang Urusan | Indikator Kinerja Program Program Program : Kegiatan Capaian Tingkat
Kode Pemerintahan Daerah {Outcome} dan Kegiatan {Renstra ggn Target Realisasi {Renja Program Capaian
dan Program / Kegiatan (Qutput) Perangkat Kefuaran | Renja Renja Tingkat Perangkat dan Realisa
Daerah) Kegiatan | Perangkat Perangkat Realisasi Daerah Kegiatan si
: Tahun sn‘celgtahun Daerah Daerah {%) Tahun | s/d tahun Target
| 2026 Tahun 2024 - Tahuyn 2024 2025 ¢ berjalan Renstra
s 2023
: {tahun n-1) {%)
b _ - _ 2025
1 2 3 4 5 6 7 8=(718) 9 10554745, | | ‘Z(JW
! Indeks Profesicnalbitas ASN a1 73,83 80 78,38 9927 81 a1 100
1 - [ indeks Penerapan Sister . LT , L R AT,
- Menit ASN e U Lo N U oA S T
| Indeks Kualifikasi merit ; 100
| system, aspek |
5.03.02 | perencanaan, pengadaan, 0,20 0,17 0,18 0,17 94,44 0,18 0,18
| sistem informasi i . ‘
T T Pe . T ; B 100
L Jumtah nitai merit system : i
5.03.02.2.01 Pemmerhentian dan | aspek perencanaan 58 &7 67 87 100 89 6o
ASNrm ereg pengadaan, sistem informasi
o B Koordinast dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan | T T - T 100
5.03.02.201.03 FPengadaan PNS dan Koardinasi dan Fasiitasi 156 dok 15 dok 298 dok 530 dok 177 50 dok 50 dok
,m L S Pengadaan PNS gan PPPK_ . . S — R N
Koordinasi Pelaksanaan ‘;S;::fﬁgg;gzi;:as” g 160
5.03.02.2.01.08 ggggu?;r:;;an Pelaksansan Administrasi 450 dok 474 dok 300 dok 374 dok 124 400 dok 400 dok ¢
| ‘ = . Pemberhentian _ ) N Y
i ! . Jumlah Dokumen Hasy 100
5030220110 | 2‘;”9‘*!0‘?;’” Sstem | Pengetotaan Sistem 4 dok ddok | 2 dok 4 dok 200 100 dok 100 dok |
! | ormesnepesanaian | informasi Kepegawaian N R R ] |

s —
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i P

I Kinaerja Aparatur
b

kiner|a, penggajian,

| Indeks Kualifikasi merit 100
system, aspek mutasi, 0,04 .06 0,02 0.06 128 0,06 i G,06
| ] rotasi, promosi :
i Jumiah nilal merit system 100
5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN aspek mutasi, rotasi, 24 26 23 26 11818 . 23 23
o promaos P o
Jumiah Dokumen Hasil 100
i Pelaksanaan Mutasi
: : = :
5.03.02.2.02.01 | Pengelolaan Mutasi ASNy | “3Patan Pimpinan Tingg 250 dok 233 dok 300 dok 204 dok | 68 300 dok 300 dok
: Jabatan administrasi, i
Jabatan Pelaksanan dan :
Mutasi ASN Antar Daarah i
— ; T 106
Pengelclaan Kenakan Jumtah Pengelclaan |
5.03.02.2.02.02 Pangkat ASN Kenaikan Pangkat ASN 800 dok 10688 dok 800 dok 1584 dok 198 800 dok 800 dok
: n ) Jumlah Dokumen Hasi | 100
‘ 50 R
5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN Pengelolaan Promos: ASN O dok 50 dok 60 dok 120 50 dok 50 dok
T | Indeks Kompetensi merit N i T o 180
system, aspek 0,22 0.18 0,20 0.19 | 120 0,20 0,20
R pengembangan karie S S . -
| Pengembangan Jumtah nilai merit system - 100
__5‘03'02'2'03 Kompetensi ASN aspek pengembangan katir ﬁ 7 g:a . & 84 78 8 .
Feningkatan Kapasitas Jumlah ASN yang meringkat i 160
5.03.02.2.03.01 Kinerja ASN Kapasitasnya 100 arg 125 13 org 13 ! 100 100 org 100 org
Pengslolaan Assessmént Jumiah Dokumen 100
5.03.02.2.03.02 Center Pengelolaan Assessment 30 dok 164 dok 44 dok 82 dok 186 30 dok 30 dok
Center ;
"""" T e | Jumiah ASN yang I i - 100
Pengelolaan Pendidikan !
$.03.062.2.03.04 Lanjutan ASN Ewwendapatkan pendidikan 2 org 5 org 6 arg T org 116 Gorg i 8 org
o R L lanjutan 0 e B o
¢ Jurmiah Dokumen Hasil : 100
5.03.02203.05 | Koordinasi dan Kegasama | Lo o venasama 30 dok 101 dok 19 dok 20 105 18 dok 18 dok
Petaksanaan Dikiat
Pelaksanaan Diklat _ )
) Jumlah Laporan Hasit 1067
5.03.02.2.03.07 E\éi‘};is;?ﬁgi::lsw Evaluasi Diklat dan La afmn Iazgf)an 1 Laporan 1iaparan 100 L 2(?{ 20 L aporan
Pembinaan Jabatan Jumiah ASN Fungsional 160
5.03.02.2.03.13 | Fungsional yang dibina 300 arg - 300 org 328 109 50 org 50 org
o Indeks Kinerja dan i T o o o ) 1oy
tndeks Disiplin merit
system, aspek manajemen
Kinerja,penggajian, 0,26 0.22 0,24 0.22 ’ 128 0,24 0,24
penghargaan.dan disiplin, ;
o | perlindungan o 4 R L )
. . | Jurntah nidar merit system 100
5.03.02.2.04 enilaian dan Evaluasi aspek manajemen 54 87 62 87 117 57 62 62




penghargaan dan disiplin,
perlindungan

—— |
¢ Pelaksanaan Penilajan Jumiah Dokumen Hasit ! 100
5.03.02.2.04.02 dan tvaluast Kinerja Pelaksanaan Penifaian dan 160 dok 100 dok 50 dok 50 dok 100 80 dok | 90 dok
Aparatur .| Eveluasi Kinera Aparatur | B : - -
Pengelolaan Pemberian ! 100
5.03.02.2.04.04 Penghargaan Bagi Jumtah AS'N yang diberikan & org Forg gorg 5 org 100 Gorg 6 org ;
j penghargaan :
Pegawai ]
©Jumiah ASN yang 100
5.03.02.2.04.07 Pembmaan Disiphn ASN mendapatkan pembinaan 1G arg 50 org 10 org 22 otg 220 10 org 10 org
kedisiplinan -
Pelayanan Proses lzin Jumiah Dokumen Proses 100
5.03.02.2.04.09 Perceraian Pegawai 1zin Perceratan Pegawal 10 dok 29 5 dok 31 §20 20 dok 20 dok
;. _yang difayani ) ) o i
Cakupan Kebijakan 100
5.04.02.2.01 Penyelenggaraan 80% 80 50% 80 40 50% 50%
S Pengembangan SOM ) N
‘ Pengemb;:;an N | persentase CPNG yang 100
i i, 0, i) 0, 3, 0,
5.04.02.2.02 Kompetensi Manajerial mengikuti Pefatihan Dasar 100% 99% 100% 99% 89 100% 100%
. CPNS
| den Fungsional .
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil 100
: | Pengembangan Penyelenggaraar
i Kompetensi bagi Pimpinan | Pengembangan Kompetensi
Daerah, Jabatan Pimpinan | bagi Pimpinan Daerah o .
Tinggi, Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi, 120 lap e 198 lap e o9 100 lap 100 tap
Fungsionat, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Kepermimpinan dan
Prejabatan o Prajabatan I B - o
100
100
Nilai SAKIP 78 75,86 76 76,21 100,27 76.5 76,5
05.03.01 Persentase ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0
Rt laporan capaian kinerja ° ) ° ’
B Boktimen peréncanaan dan ’ - oo
Perencanaan, ‘
5.03.01.2.01 Penganggaran, dan f:;:fg;&ji’;gf;erahka” 75 100 50 100 133 100 100
N Evaluasi Kinerla BKPSDM Ketentuan ' .
Jumlah Dokumen 100
Penyusunan Dokumen
5.03.01.2.01.04 Perencanaan BKPSDM Perencanaan Perangkat 5 dok 5 dok 5 dok 5 dok 100 5 dok 5 dok
o Daerah - e T e S — ———
: | Jurnlah Laporan  Evaluasi 100
; 5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja BRKPSDM Kinena Perangkat Daerah 4 lap 4 laporan 4 lap 4 laporan 1006 4lap 4 tap
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Prosetase temuan P00
pengeiolaan anggaran P 100% 100% 100% 100% 100 106% 100% § ‘
mmmmm yang ditindak lanjuti |
: Persentase Dokumen | 100 |
| Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan i 5 o o - o
5.03.01.2.02 BEKESOM Yang disusun sesuar ! 100% 100% 100% 100% 100 100% 100%
ketentuan
Jumtah Orang yang 100
5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan menerima gajt dan  400b 38 ob 35 o 35 o 100 35 ob 35 o
Tunjangan ASN |
- tumangan ASN j B )
araei | JUmiah Dokumen Hasil | 100
5.03.01.2.02.02 ﬁ:g”k‘i‘:ﬁ:;“n’ﬁfrzfga Penyedizan Administrasi 50 dok 21 dok 125 dok 31 dok 40 30 dok 30 dok
g Pelaksanaan Tugas ASN
Keoordinasi dan Jumilah Dokumen Koordinast 100
5.03.01.2.02.04 Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaksanaan Akuntansi 3 dok 3 dok 3 dok 3 dok 100 ¢ 3dok 3 dok
e sKP SKPO ] - o
Persentase Ketersediaan
layanan kepegawaian,
administrasi umum dan 100% 10 % 100% 100 % 100% 100% 100% 100
jasa penunjang urusan
o | _pemerintahan daerah _
- Jumiah Laporan 100
5.03.01.2.03 Administras| BMD pada Penatausahaan BMD pada 5lap 5 Laporan Siap 5 Laporan 100 5lap 5 fap
Perangkat Daerah SKPD
Jumlah Laporan 1006 .
5.03.01.2.03.06 ;‘Z?f‘g:;‘f‘laa: siat9 | Penatausahaan Mtk 36 1ap 3lap 36 lap 3 fap 100 36 lap 36 lap
) anp Daerah pada SKPD ) o
- } 100
5.03.01.2.05 Adminsirasi Kepegawaian | o1 rata caparan SKP bak baik baik bk 100 baik batk
BKPSDOM ;
: Pendidikan dan Pelatihan ;z;g?:aiig:matas funas 108
5.03.01.2.05.09 Pegawal Berdasarkan '0 9 4 org 1 orang 2 org 3 orang 180 2 org 2 org
yang mengikiuti pendidikan |
Tugas dan Fungsi i
L dan pelatthan j
L ) Terlaksananya administrast 100
5.03.01.2.06 Administrasi Umum MU penunjang 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 100 12 bin 12 bin =
BKPSDM :
e operasional kantor . N - B ) i
Penyediaan Komponen Jumiah Paket Komponen 100
Instalasi tnstalasi Listrik/penerangan ‘ ;
5.03.01.2.06.01 Listrik/Penerangan bangunan kenter yang 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket ;
Bangunan Kantor disediakan ) o #
‘ Jumiah Paket Bahan 100
5.03.01.2.06.04  enyediaan Bahan Logistik Kantor yang 7 paket 7 Paket 7 paket 7 Paket 100 7 paket 7 paket ;
i Logistik Kantor A
disediakan ?
Fenyediaan Bahan é:g;z: c?ao:ungg;u%::an o0
5.03.01.2.06.06 Bacaan dan Peraturan P 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100 1 paket 1 paket
P - perundang-undangan yang
erundang-undangan
S, R S L1 -1. T-1 - = .




100

W

RENJA BKPSDM TH 2026

Fasilitast Kunjungan ‘ Jumtah laporan fasilitasi 10 13 10
5.03.01.2.06.08 Tamu ‘ kunjungan tamu Laporan Laporan 10 Laporan 13 Laperan 130 Laporan 10 Lapsran
¢ Penyelenggaraan Rapat ;Z?}li?;:gggg Rapat : 100
5.03.01.2.06.09 ! goordmam dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultas, 5 Laporan 7 Laporan 5 Laporan 7 Laporan 140 . 5 Laporan 5 Laporan
KPD
ERRS—— ar SK?D -~ PR p—
Dukungan Pelaksanaan + Jumtah dokumen dukungan 100
Sistemn Pemerintahan | pelaksanaan Sistem
5.03.01.2.06. 11 Herbasis Elektronik pada | Pemerintahan Berbasis 3 dok 3 gok 3 dok 3 dok 100 3 dok 3 dok
SKPD ‘ Elekironik pada SKPD
Pengadaan Barang Milik ‘ Prosentase tercukuptnya 100
5.03.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan ; kebutuhan BMD Penunjang 160 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Pemerintah Daerah | Urusan Pemerintah Daerah
Jumiah Pengadaan 100
5.03.01.2.07.06 ;engadaan Paralatan dan | oz iatan dan mesin jainnya 5 unit - - - - -
esin Lainnya i S
) e . yang disediakan
Jumlah Sarana dan 100
Pengadaan Sarana dan ‘
5.03.01.207.10 | Prasarana Gecung Kantor | 1253/2na Gedung Kantor 1 unit T unit . 1 unit 100 :
atay Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya
yang disedigkan ~
Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa 100
§.03.01.2.08 Parunjang Urusan Penunjang Urusan 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 100 12 bin 12 bin
Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan 27 27 27 100
5.03.01.2.08.01 Menyurat . Jasa Surat Menyurat Laporan Laporan 27 Laporan 27 Laporan 100 Laporan 27 Laporan .
Penyediaan Jasa 5 j:ga:otffrjf’alpsaﬁ(:?an 0
5.03.01.2.08.02 Komunikas:, Sumber Daya o : & Laporan 5 Laporan 5 Laporan 5 Laporan 100 i 5 Laporan S Laporan
aya Alr dan Listrik yang
Aur dan Listrik :
disediakan )
; | | o 100
i . | Jurtiah Laporan Penyediaan
FPenyediaan Jasa I
5.03.01.2.08.04 Peiayanan Umum Kantor i::;atofiefayanan Umum 5 Laporan . 3 Laporan 5 Laporan 3 Laporan 80 5 Laporan § Laporan
- | Persentase pemeliharaan 11°/W 50 % 100,; 50 % 500% - 10% M -100,; e
barang milik daerah * ? ?
M?l?kii}la:::r?npgzﬁnagn Terpeliharanya Barang milik 100
5.03.01.2.09 erLnzang daerah perunjang urusan 12 bin 12 bin 12 bin 12 bin 100% 12 bin 12 bin
Urusan Pemerintahan intahan deerah
P Daerah pemer era
Penyediaan .fasa 100
Pemeliharasn, Biays Jumlah‘Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Pajak. dan Operasional atau Lapangan
5.03.01.2.09.02 ' ' ¢ yang dipelihara dan 23 unit 2% unit 23 unit 21 unit 91 23 unit 23 unit
Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau dibayarkan Pajak dan
as op Perizinannya
Lapangan




Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin 100

5.03.01.2.09.08 dan Mesin Lainnya Lainnya yang dipelihara 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 8 unit

Pemeliharaan/Rehabilitasi 100
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kanter dan
Bangunan Lainnya vang 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 1 unit
dipelihara/direhabilitasi

5.03.01.2.09.08
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Dari tabel di atas dapat kita simpulkan beberapa hal yaitu :

Program yang memenuhi target kinerja adalah Program Kepegawaian Daerah yang
operasionalnya didukung oleh kegiatan-kegiatan Sebagai Berikut :

¢ Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi kepegawaian ASN;

* Mutasi dan Promosi ASN;

e Pengembangan Kompetensi ASN:

» Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pemenuhan target tersebut juga dibuktikan dengan telah diberikan kenaikan pangkat
kepada 1.584 orang PNS, pemberian cuti kepada 471 PNS, pelayanan KARIS KARSU
kepada 138 PNS, fasilitasi pengurusan pensiun sebanyak 363 PNS, fasilitasi
pelaksanaan diklat sebanyak 20 PNS, Fasilitasi Pengadaan PPPK sebanyak 530 formasi,
pelaksanaan QAP sebanyak 60 ASN, memberikan tugas belajar kepada 7 orang PNS
serta melakukan Fit n Proper test untuk mutasi ke Purbalingga sebanyak 22 PNS.

2,2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

Secara umum BKPSDM Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai penyelenggara urusan kepegawaian. Dalam melaksanakan program
dan kegiatan yang bersifat administratif maupun teknis telah berjalan dengan baik..
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun 2024, dapat kami
uraikan analisis kinerja BKPSDM Kabupaten Purbalingga digunakan untuk
mengukur/memperkirakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun
2026. Adapun capaian indikator pada tahun 2024 berdasarkan target renstra dapat
dijelaskan sebagai berikut :

T e e ——————————————
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Tabel 2.3
REKAPITULASI PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

SPM/ Realisasi . Catatan
NO INDIKATOR Standar KK Target Renstra Perangkat Daerah Capaian Proyeksi Analisa
Nasional
2022 | 2023 2024 | 2025 2024 2025 2025 2026
1 2 3 4 5 <] 7 8 9 10 11 12 13
1 | Indeks Profesionalitas ASN 75 78 80 81 70,34 | 73,83 81 82
Indeks Penerapan Merit
2 System 0.22 0,50 0,55 0,64 0,45 0,63 0,55 0,64
Nilai Kematangan Perangkat
3 Daerah 41 43 44 45 43 44 44 45
4 | Niai SAKIP BKPSDM 69,20 | 69,32 76 78 73,76 | 75,85 76,5 77

Indeks Kualifikasi merit sistem ,
aspek perencanaan,
pengadaan dan sistem
informasi

0,06 0,1 0,14 0,17 0,12 0,16 0,14 0.17

Indeks Kualifikasi merit sistem,

aspek mutasi, rotasi, promosi 0.02 0,04 0.08 0,08 9,05 0.8 0.06 0.08

Indeks Kinerja merit sistem,
aspek manajemen kinerja dan
7 | Indeks Disiplin, aspek 0,07 0,13 0,16 0,19 0,15 0,19 0,16 0,19
penggajian,penghargaan,dan
disiplin, perlindungan

Indeks Kompetensi merit
8 | sistem, aspek pengembangan
karir '
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Jumlah nilai merit sistem aspek

penghargaan,dan disiplin,
periindungan

9 | perencanaan, pengadaan dan 28 44 57 &7 66,5 67 57 67

sistem informasi
Jumiah nilai merit system aspek

10 mutasi, rotasi, promosi T 17 22 28 20 26 22 28
Jumlah Nilai merit system

10 aspek pengembangan karir 32 51 64 77 32,5 77 64 77
Jumlah nilai merit system aspek

11 | Manajemen kinerja,penggajian, 37 58 74 8B 61 87 74 88

RENJA BKPSDM TH 2026




Dari table di atas dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Th 2024
Nilai Indeks Profesionalitas ASN untuk Tahun 2024 adalah 79,38 dengan kategori
sedang, belum optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

a.
b.

C.

d.

Belum semua pejabat structural melaksanakan diklat kepemimpinan:

Masth ada ASN yang belum maksimal dalam menggunakan aplikasi ekinerja;
Banyaknya PNS jabatan pelaksana yang befum melaksanakan pengembangan
kompetensi 20 .JP;

Kurangnya minat PNS untuk meningkatkan pendidikanya

Untuk mendukung pencapaian peningkatan IP ASN Tahun 2026 berikut ini adalah

beberapa kegiatan strategis yang sudah dilakukan yaitu :

a.

Memaksimalkan pengukuran dimensi kinerja dengan menginput nilai SKP semua
PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan pengaplikasian e
kinerja BKN;

Membuat surat permintaan data pengembangan kompetensi secara berkala
kepada semua Perangkat Daerah/Unit Kerja;

2. Penerapan Merit Sistem

Nilai Indeks Implementasi Merit Sistem untuk Instansi Pemerintah Kabupaten

Purbalingga sudah melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BKPSDM

Purbalingga Tahun 2021-2026 tetapi masih kendala antara lain:

a.
b.

C.

Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian:;
Belum melaksanakan pemetaan kompetensi bagi seluruh pegawai;
Belum adanya Sistem iInformasi Manajemen Talenta

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi BKPSDM

Berikut beberapa isu strategis yang menjadi focus BKPSDM dalam Renja 2025 yaitu

untuk memenuhi pencapaian IP ASN dan Penilaian Merit system adalah

1.

Diterbitkannya UU nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menyebabkan adanya
beberapa perubahan ketentuan kepegawaian:

Pemenuhan dimensi kompetensi yang antara lain pejabat structural yang belum
mengikuti diklat PIM:

Belum semua ASN memenuhi pengembangan kompetensi 20 Jam pelajaran tiap
tahun;

Kurangnya motivasi bagi ASN untuk meningkatkan kualifikasi pendidikannya;
Belum semua OPD melaksanakan coaching dan mentoring;

Belum optimalnya Sistem Informasi kepegawaian berbasis merit:

' 6.
m
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2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Telaahan terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil
identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan target Renstra BKPSDM Kabupaten Purbalingga yang dicapai oleh
BKPSDM Kabupaten Purbalingga, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas
program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk BKPSDM berdasarkan RKPD.
Review terhadap RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan,
indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta
pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk BKPSDM, Rencana
Kerja BKPSDM Tahun 2026. Pada RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025, anggaran
belanja yang dialokasi untuk BKPSDM Kabupaten Purbalingga sebesar
Rp.7.502.658.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan, Sedangkan rencana
anggaran belanja BKPSDM Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 sebesar Rp.
7.502.658.000,- yang terbagi dalam 3 program 13 kegiatan Secara rinci review terhadap
RKPD tersaji dalam tabel 2.4 berikut ini -

%
26
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Tabel 2.4

Review Terhadap Ranwal RKPD Tahun 2026

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisis Kebutuhan

No Program/kegiatan Lokasi Indikator Target Pagu Program Lokasi Indikator Target Kebutuhan
kinerja Capalan Indikatif {keglatan kinerja capaian dana(Rp.)
(Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4.01 Urusan Kepegawaian 7.009.648.000 | Urusan Kepegawaian 8. 221.535.000
PROGRAM PROGRAM
PENUNIJANG URUSAN Kab. 12 bulan 5.782.838.000 | PENUNJANG Kab. 12 bulan 5.782.838.000
PEMERINTAHAN Pbg URUSAN Pbg
2.01.01 DAERAH PEMERINTAHAN
o KABUPATEN/KOTA DAERAH
KABUPATEN/
KOTA
Perencanaan, Kab. Dokumen Perencanaan, Kab. Dokumen
Penganggaran,dan Pbg perencanaan dan Penganggaran,dan Pbg perencanaan dan
Evaluasi Kinerja i Kinar
pelaporan yang Evaluasi Kinerja pelaporan yang
.01.01. 100% 31.500.000 100% 31.500.000
: 01 Perangkat Daerah diserahkan tepat Perangkat Daerah diserahkan tepat 0o
waktu sesual waktu sesuaj
ketentuan ketentuan
Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Jumlah Dok
Perencanaan Kab. Dokumen Dokumen Kab. umiah Dokumen
4.01.01. Perangkat Daerah Pbg Perencanaan 4 dokumen 6.000.000 Perencanaan Pbg Perencanaan 5 dokumen 6.000.000
2.01.01 Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Evaluasi Kinerja
Evaluasj Kab Jumlah Laporan e 0 Kab Jumlah Laporan
4.01.01.2 | KinerjaPerangkatDaera Pbg- Evaluasi Kinerja 4 laporan 25.500.000 perangkat Daera Pbg. Evaluasi Kinerja 4 laporan 25.500.000
.01.07 h

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah




Prosentase Prosentase
Kab. temuan Administrasi Kab. temuan
4.01,01.2 | Administrasi Pbg pengelolaan 100% 5.187.576.000 | Keuangan PbE | pengelolzan 100% 5.187.576.000
02 Keuangan anggaran yang anggaran yang
ditindaklanjuti ditindaklanjuti
Jumlah Orang Jumiah Orang
Penyediaan Gaji dan Kab. | vang Menerima Penyediaan Gaji Kab. | yang Menerima
4,01.01.2 42 0B 5.028,631.000 . 44 OB 5.028.631.000
02.01 Tunjangan ASN Pbg | Gaji dan dan Tunjangan ASN Pbg | Gaji dan 0
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Dokumen Penvediaan Jumiah Dokumen
Penyediaan Kab. [ Hasil Penyediaan yectaan Kab. | Hasil Penyediaan
o i Pbg . i 14 Administrasi Pbg L. i 125
4.01.01.2 | Administrasi Administrasi Administrasi
Dokumen 65.245.000 Peiaksanaan Tugas Dokumen 65.245.000
-02.02 Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan ASN Pelaksanaan Tugas
Tugas ASN ASN
L Jumlah Dokumen . Jumiah Dokumen
Koordinasi dan . Koordinasi dan b L
i Kab. Koordinasi dan Kab. Koordinasi dan
4.01.01.2 | Pelaksanaan Akuntansi Pbg 3 dokumen Pelaksanaan Pbg 3 dokumen
02.04 SKPD Pelaksanaan 93.700.000 Akuntansi SKPD Pelaksanaan 93.700.000
’ Akuntansi SKPD Akuntansi SKPD
Prosentase Prosentase
Kab. | terpenuhinya Kab. | terpenuhinya
Phg permintaan Pbg permintaan
Administrasi Barang dokumen Administrasi Barang dokumen
4.01.01.2 | Milik Daerah pada Administrasi 100% 8.000.000 | Milik Daerah pada Administrasi 160% 8.000.000
03 Perangkat Daerah Barang Milik Perangkat Daerah Barang Milik
Daerah pada Daerah pada
perangkat daerah perangkat daerah
yang tersusun yang tersusun
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Jumiah Laporan

Jumlah Laporan

Listrik/Penerangan

Listrik/Penerangan

Penatausahaan Barang Kab Penatausahaan 36 La Penatausahaan Kab Penatausahaan 361
4.01.01.2. | Milik Daerah pada Pbg i poran 8.000.000 | Barang Milik Daerah | ppg o aporan 8.000.000
Barang Milik Barang Milik
03.06 SKPD pada SKPD
Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Administrasi Rata rata capaian Administrasi Rata rata capaian
1
40101, | Kepegawaian Kab. skp P 87 75.000.000 | Kepegawaian Kab. Skp P 87 75.000.000
2.05 Perangkat Daerah Pbg Perangkat Daerah Pbg
Jumiah Pegawai
Pendidikan dan Kab. Berdasarkan Tugas
pelatihan pegawai Pbg dan Fungsi yang
25.000.000 . S5orang 25.000.000
berdasarkan Tugas Mengikuti
dan fungsi Pendidikan dan
Pelatihan
Kab. Jumlah Ora an
Kab Jumiah Pegawai N . Pb a_ . neyane
o ab, Bimbingan Teknis [ mengikuti
Pendidikan dan Pbg Berdasarkan ) o .
) i i Implementasi Bimbingan Teknis
pelatihan pegawai Tugas dan Fungsi )
4.01.01. v 45 orang 50.000,000 | Peraturan Implementasi 45 orang 50.000.000
berdasarkan Tugas dan vang Mengikuti
2.065.09 ) . Perundang- Peraturan
fungsi Pendidikan dan
. undangan perundang-
Pelatihan
undangan
Tetlaksananya Terlaksananya
Administrasi Umum Kab. administrasi um Administrasi Umum Kab. Ldministrast umum
a.01.01, ristrast Um Phe il 4™ 12 bulan 128.133.000 rrast T Phe hrastum 12 bulan 128.133.000
2.06 Perangkat Daerah penunjang Perangkat Daerah penunjang
operasional kantor operasional kantor
Penvediaan Komponen Jumlah Paket Penvediaan Jumiah Paket
e = a
4.01.01. Vi | p Kab. Komponen Instalasi 2 Paket 4.334.,000 ¥ ) Kab. Komponen Instalasi 7 Paket 4.334.000
2.06.01 | Instalasi Pbg Komponen Instalasi Phg

R
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Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

Bangunan Kantor
yang Disediakan

Listrik/Penerangan
Bangunan Kantar

Bangunan Kantor
yang Disediakan

Kab. Pbg | Jumlah Paket . Kab. Pbg |Jumlah Paket dan
Penyediaan Peralatan Peralatan dan Penyediaan Peralatan Perlengkapan
4 5 Paket 50.000.000 | dan Perlengkapan Exap 5 Paket 50.000.000
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Kantor L
kantor disediakan
Jumlah Paket Jumlah Paket
Penyediaan Bahan Kab. Bahan Logistik Penyediaan Bah Kab. |Bahan Logistik
0101.2.0]  redied Pbe o8 5 Paket 56.339.000 | - Voo laan Banan A e 5 Paket 56.339.000
6.04 Logistik Kantor Kantor yang Logistik Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Dokumen Penvediaan Bahan Jumlah Dokumen
e
) Kab. Bahan Bacaan dan 4 Kab. |gahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Pbg Bacaan dan Pbg
Peraturan Peraturan
4.01.01. ; Bacaan dan Peraturan 12 Dok 3.000.000 | Peraturan 12 Dok 3.000.000
Perundang- Perundang-
2.06.06 | perundang-Undangan Perundang-
Undangan yang Undangan Undangan yang
Disediakan & Disediakan
Fasilitasi Kunjungan Jumiah Laporan Fasilitasi Kunjungan Jumiah Laporan
i Kun a
4,01.01. T jung Kab. Fasilitasi Kunjungan|15 Laporan 4.937.000 T Jung Kab. |Fasilitasi Kunjungan | 15 Laporan 4.937.000
20608 | MY PP | Tamy amd PbE  |Tamu
Jumlahlaporan Jumlah Laporan
u
Penyelengaraan Rapat Kab. Penyelenggaraan Penyelengaraan Rapat{ Kab. P
o i Pbg L. o Pbg Penyelenggaraan
4.01.01. | Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi 5 Laporan 2.717.000 |Koordinasi dan Rapat Koordinasi 5 Laporan 2.717.000
a
2.06.09 | skpD dan Konsultasi Konsultasi SKPD P

SKPD

dan Konsultasi SKPD
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Jumlah Dokumen

Jumiah Dokumen

Dukungan
Dukungan Pelaksanaan Kab. | pukungan ne ) Kab. |bukungan
Sistem Pemerintahan Pbg Pelaksanaan Sistem 36 Pelaksanaan Sistem PBE  |pelaksanaan Sistem
4,01.041.2, R ) 7.200,000 | Pemerintahan . 36 Dokumen 7.200.000
06.11 Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Dokumen Berbasis Elektronik Pemerintahan
SKPD Berbasis Elektronik Berbasis Elektronik
pada SKPD
pada SKPD pada SKPD
- Prosentase Prosentase
Pengadaan Barang Milik Kab tercukupinya Pengadaan Barang Kab. [tercukupinya
Daerah P j Mili h
4.0101. enunjang PbE | kebutuhanBMD | 100% 50,000,000 |11k Daera PY8  |kebutuhan BMD 100% 50.000.000
2.07 Urusan Pemerintah Penunjang Urusan Penunjang Urusan Penunjang Urusan
Daerah ) Pemerintah Daerah i
Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah
Tersedianya peralatan Jurnlah Unit Tersedianya peralatan Jumlah Unit
dan mesin lainnya Kab. Peralatan dan dan mesin lainnya Kab. Peralatan dan
4.01.01. | {pengadaan aset non Pbg Mesin Lainnya yang| 3 Unit 50.000.000 |{pengadaan aset non Pbg Maesin Lainnya 5 Unit 50.000.000
2.07.06 | kendaraan didalamnya Disediakan kendaraan didalamnya yang Disediakan
jaringan internet) Jaringan internet)
p disan 1 Tersedianya lasa p diaan J Tersedianya Jasa
enyediaan Jasa Kab. | penunjang Urusan enyediaan fasa Kab. Penunjang Urusan
4.01.01. | Penunjang Urusan Pbg Pemerintahan 12 Bulan 198.480.000 |Penunjang Urusan Pbg pPemerintahan 12 Bulan 198.480.000
2.08 Pemerintah Daerah baerah Pemerintah Daerah Daerah
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
P diaan Jasa Surat P diaan Jasa Surat
4.01.01. “:::eu:::n asa Kab. Penyediaan Jasa (12 Laporan 540.000 I\:::e ia:m asa sura Kab. Penyediaan Jasa| 27 Laporan 540.000
ura
2.08.01 y Pbg Surat Menyurat Y Pbg Surat Menyurat
Penyediaan Jasa lumlah Laporan Penyediaan lasa Jumlah Laporan
4.01.01.2. | Komunikasi, Sumber ’;Zb‘ Penyediaan Jasa |36 Laporan 104.940.000 |Komunikasi, Sumber I;abb. Penyediaan Jasa | 36 Laporan 104.940.000
08.02 Daya Air dan Listrik & Komunikasi, Daya Air dan Listrik e Komunikasi,
Sumber Daya Air Sumber Daya Air




dan Listrik yang
Disediakan

dan Listrik yang
Disediakan

Jumlah Laporan

Jumiah Laporan

. Kab. | panyediaan Jasa . Kab. Penyediaan lasa
Penyediaan lasa Pbg Penyediaan lasa Pbg
Peralatan dan Peralatan dan
4.01.01. | Peralatan dan 1 Laporan 17.400.000 | Peralatan dan 12 Laporan 17.400.000
2.08.03 Perlengkapan Perlengkapan
-Ua. Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
. Kab. Penyediaan lasa Penyediaan lasa Kab. Penyediaan Jasa
Penyediaan lasa Pbg Pbg
4.01.01. Pelayanan Umum | 3 Laporan 75.600.000 |Pelayanan Umum Pelayanan Umum | 3 Laporan 75.600.000
2.08.04 Pelayanan Umum Kantor
Uo. Kantor yang Kantor Kantor yang
Disediakan Disediakan
Terpeliharanya Terpeliharanya
Pemeliharaan Barang Kab. Barang Milik Pemeliharaan Barang | Kab. Barang Milik
Milik Daerah Penunj Pbg Daerah Penunja Milik Daerah Pbg Daerah Penunja
4.01.01. | x aeranFenunjang aerai Fenuniane | 12 ulan 104.148.000 | ' Laerd aer 1081 12 Bulan 104.149.000
2.09 Urusan Pemerintahan Urusan Penunjang Urusan Urusan
Daerah Pemerintahan Pemerintahan Daerah Pemerintahan
Daerah Daerah
Penyediaan lJasa Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa b Jumiah Kendaraan ye_ 'a i b K a ?
i . Kab. ) R Pemeliharaan, Biaya Kab. Dinas Operasional
Pemeliharaan, Biaya Pbg Dinas Operasional . . Pbg
) . pemeliharaan, Pajak, atau Lapangan
pemeliharaan, Pajak, dan atau Lapangan yang| .. .
4.01.01. Perizinan  Kendaraan Dinelihara dan 23 Unit dan Perizinan yang Dipelihara 23 Unit
er| aa
2.09.02 a R 96.779.000 | Kendaraan dan dibayarkan 96.779.000

Dinas/Operasional atau
lapangan

dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Dinas/Operasional
atau lapangan

Pajak dan
Perizinannya
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Jlumiah Peralatan
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‘Pemeliharaan

Jumiah Peraiatan

Pemeliharaan peralatan Kab. dan Mesin _ ) Kab. dan Mesin , J
4.01.01. o Pbg L 40 Unit 5.370.000 | peralatan dan mesin Phg . 40 Unit 5.370.0G6¢
dan mesin lainnya Lainnya yang ) Lainnya yang :
2.09.06 o jainnya . :
: Dipelihara : Dipeiihara
’ : o tumiah Gedung - ’ ’ | Jumlah Gedung |
: ] ) Kantordan ) . Kantor dan
Pemeliharaan/rehabilitas . Pemeliharaan/rehabili .
) . Bangunan Lainnyan ) . Bangunan Lainnya X
4.01.01.2 iGedungKantor dan Kab. | 1 Unft 2.000.000 itasi Gedung Kantor Kab. 1 Unit 2.006.000
09.08 Bangunan Lainnya Pog | YAVE dan Bangunan Lainnya|  Pbg yang
i Dipelihara/Direhabi Dipelihara/Direhab
litasi ilitasi
'c 03 KEPEGAWAIAN | 2.353.785.000 KEPEGAWAIAN )
Kab. Indeks Kualifikasi Kab.
Pbg merit system, Pbg
aspek KEPEGAWAIAN . X
KEPEGAWAIAN DAERAH 0,10 Indeks Kualifikasi 0,16
5.03.02 perencanaan, DAERAH
pengadaan, sistem
informasi
Indeks Kualifikasi o N
merit system, 2.353.785,000
ystem 0,04 Indeks Kualifikasi = 0,06
aspek mutasi,
rotasi, promosi
Indeks Kompetensi
¢ merit system, .
v Indeks Kinerja dan
aspek 0,13 . 0,21
* Indeks Disiplin
pengembangan
karir



Indeks Kinerja dan
Indeks Disipiin
merit system,

aspek manajemen |

Pengadaan PNS dan
PPPK

PNS dan PPPK

RENJA
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Fasilitasi Pengadaan
PNS dan PPPK

. .1 0,12 Indeks Kompetensi 0,19
kinerja,penggajian,
penghargaan,dan
disiplin,
perlindungan |
- Kab. | Jumlah nilai merit Kab. [lumlah nilai merit
Pengadaan, Pb Pengadaan, Pb
. E system aspek . B system aspek
Pemberhentian dan Pemberhentian dan
5.03.02. . . perencanaan, 44 1.302.554.000 i perencanaan, 44 1.302.554.000
2.01 Infromasi Kepegawaian i Infromasi .
s pengadaan, sistem . pengadaan, sistem
! ASN ) i Kepegawaian ASN ) .
informasi informasi
Kah. Jumiah Dokumen Kab.  Jumiah Dokumen B |
Penyusunan Rencana Phg Hasil Penyusunan Penyusunan Rencana Pog Hasi! Penyusunan
Kebutuhan lenis dan Rencana Kebutuhan Jenis dan . Rencana Kebutuhan,
5.03.02.2. Jumiah Jabatan untuk Kebutuhan, Jenis 11.000.0C0 Jumiah Jabatan untuk ! Jenis dan fumiah 1 Dokumen 11.000.060
01.02 Pelaksanaan Pengadaan dan lumiah Jabatan Pelaksanaan Jabatan untuk
ASN intuk Pefaksanaan Pengadaan ASN Pelgksanaan
Pengadaan ASN Pengadaan ASN
Kab. Jumiah Dokumen Kab. ; sh Dok o
urmnla ckumen
Pog Kegiatan Pbg _ .
" e Koordinasi dan Koordinasi dan Kegiatan
Koordinasi dan Fasilitasi o Koordinasi dan
5.03.02.2. 972.068.000 | Fasilitasi Pengadaan 500 orang 972.068.000
01.03 Pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi




5.03.02.
2.01.06

Koordinasi Pelaksanaan
Administrasi
Pemberhentian

Kab.

Pbg

Jumiah Cokumen

5.03.02.2
0110

Pengeialaan Sistem
informasi Kepegawaian

Kab.

Pbg

£ Sistem

5.03.02.2.
02

Pengelolaan Data
Kepegawaian

Mutasi dan Promosi ASN

Kab.

Pbg

i Data Kepegawaian

. Hasil kegiatan

Koordinasi
Pelaksanazan
Administrasi
Pemberhentian

Jumlah Dokumen
Hasil Pengeloiaan

informasi

Kepegawaian

Kab.

lumiah Dckumen

Jltjméa'h Dokumen
Hasil Pengelclaan

tumlah nifai merit

system aspek
mutasi, rotasi,
promaosi

5.03.02.2.
02.01

REN

Pengelolaan Mutasi ASN

|

Kab.

Pbg
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¢ Hasil Pelaksanaan

. Jabatan Pelaksana |

fumiah Dokumen :
Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi,
Jabatan
Administrasi,

dan Mutasi ASN
antar Daerah

17

1000 Dok

‘Koordinasi Pbg  Hasil kegiatan ‘
Pelaksanaan Koordinasi 1 )
3G.083.000 o ) ‘ 100% 36.083.000
FAdministrasi Pelaksanaan
‘Pemberhentian Administrasi
Pemberhentian
Kab., [lumlah Dokumen
Pb i i
Pengelolaan Sistem g H.asﬂ Pengelolaan ‘
49.500.000 | Informasi Sistem 4 dokumen 43 500.000
Kepegawaran Informas|
Kepegawaian 3
Kab. lumiah Dekumen
Pengeloiaan Data Ph . 2000
9.500.000 E . Hasil Pengelolaan 3.500.000
Kepegawaian . dokumen
BData Kepegawaian
! Jumlah nilai merit|
Mutasi dan Promosi Kab. system aspek
309.941.000 . . 17 309.941.000
ASN Pbg mutasi, rotasi,
promosi
T Jumlah Dokumen o
Hasil Pelaksanaan
Mutasi labatan
Pimpinan Tinggi,
85.000.000 :pengelolaan Mitasi Kab. P g8 85.000.000
Jabatan 300 ASN
ASN Pbg .
Administrass,

labatan Pelaksana
dan Mutasi ASN
antar Daerah




800 ASN 39.941.000
. Jumlah Pengelolaan . kab. [lumlah Pengelolaan
Pengelolaan Kenaikan Kab. . Pengelolaan Kenaikan ab. .
5.03.02.2. Panekat ASN Pbg Kenaikan Pangkat | 1600 Dok 39.941.000 [po/ kot Acny phg |Kenaikan Pangkat
02.02 angka ASN & ASN
Kab. Pbg | Jumlah Dokumen .| Kab. Pbg |Jumlah Dokumen 185.000.000
. . 50 Pengelolaan Promaosi )
Pengelolaan Promosi ASN Hasil Pengelolaan dokurn ASN Hasil Pengelolaan |50 dokumen
en
Promosi ASN 185.000.000 Promosi ASN
nilai merit system nilai merit system
P . spek Pengemb Kab. k
5.03.02.2.| | engembangan Kab. | aspe 54 834.043.000 | O e oangan I 54 834.043.000
03 Kompetensi ASN Pbg pengembangan Kompetensi ASN pengembangan
karir karir
Jumfah ASN yang . Jumiah ASN yang
ingkatan K; it . Peningkatan Kapasitas
5.03.02.2. E;:::g:s;“ apasitas ';:Z Meningkat 100crang|  125.365.000 KineriASN pas! Kab. |Meningkat 100 orang 125.365.000
03.01 1 Kapasitasnya ] Pbg Kapasitasnya
p lolaan Assesment Jumlah Dokumen Pengelolaan Jumlah Dokumen
n aa sm
5.03.02.2. Ce £e Kab. | Pengelolaan 444 Dok 96.000.000 | & Cont Kab. |pengelolaan 44 dok 96.000.000
03.02 enter Pbg Assessment ssesment Center Pbg | Assessment Center
Center
Jumlah ASN yang
Pengelolaan Jumlah ASN vyan
Pengelolaan Pendidikan Kab. Mendapatkan gek . Kab. yang
5.03.02. Laniutan ASN Pbg Pendidikan 4 orang 31.018.000 | Pendidikan Lanjutan Pbg |Mendapatkan 5orang 31.018.000
a n
2.03.04 Juta ) ASN Pendidikan Lanjutan
Lanjutan
L ' Jumlah Dokumen L Jumlah Dokumen
Koordinasi dan i L Koordinasi dan b i o
] Kab. Hasil Koordinasi K Kab.  |Hasil Koordinasi
5.03.02. | Kerjasama Pelaksanaan Ph . 719 Dok 524.660.000 |Kerfasama Pbg . 17 Dok 524.660.000
203.05 | piklat 3 dan Kerja Sama dan Kerja Sama
- . |

Pelaksanaan Diklat
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Pelaksanaan Diklat

Pelaksanaan Diklat




Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Kab. Hasil Evaluasi Kab. |Hasil Evaluasi
Evaluasi Diklat d Evaluasi Diklat dan
5.03.02. S":t;_a;' i: Zat;”ASN Pbg | Diklat dan 398 Laporan 2000000 | 0 ] be  IDikiat dan 719 Laporan 2.000.000
ertifikasi la i
2.03.07 Sertifikasi Jabatan Sertifikasi Jabatan
ASN ASN
Pembi Jabat Kab. Pbg | Jumiah ASN Pembinaan Jabatan Kab. Pbg [lumlah ASN
embi abata aa a
m _naan atan Fungsional yang 300 org 55.000.000 X Fungsional yang 300 orang 55.000.000
Fungsional ASN L Fungsional ASN o
dibina dibina
Jumfah nilai merit Jumlah nilal merit
Kab. | system aspek Kab. |system aspek
. Pbg manajemen L | Pbs manajemen
Penilaiah dan Evaluast L. . Penilaian dan Evaluasi .. .
5.03.02. kinerja,penggajian, 61 137.650.000 | =~ . kinerja,penggajian, 61 137.650.000
Kinerja Aparatur Kinerja Aparatur
2.04 penghargaan,dan penghargaan,dan
disiplin, disiplin,
perlindungan perlindungan
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pefaksanaan Penilalan Kab. Hasil Pelaksanaan Pelaksanaan Penilajan Kab. Hasil Pelaksanaan
5.03.02. | dan Evaluasl Kinerja Pbg Penilaian dan Dokumen 61.250.000 |dan Evaluasi Kinerja Pbg Penilaian dan Dokumen 61.250.000
2.04.02 | Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur Evaluasi Kinerja
Aparatur Aparatur
Pengelolaan pemberian Jumlah ASN yang Pengelolaan Jumlah ASN yang
elolaa i
503.02. | nghar . pba  ASN Kab. | Diberikan 656 Orang 50.000.000 | pemberian Kab. | piberikan 656 Orang 50.000.000
e n
2.04.04 gharga & Pbg Penghargaan Penghargaan bagi ASN|  PP8 Penghargaan
lumlah ASN yang Jumlah ASN yang
Kab. Mendapatkan Pembinaan Disiplin Kab. | Mendapatkan
5.03.02. | Pembinaan Disiplin ASN | ppg P 5 Orang 20.400.000 P Pbe apatia 5 Orang 20.400.000
2.04.07 Pembinaan ASN Pembinaan
’ Kedisiplinan Kedisiplinan




Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Pel ne Iji Kab. Proses lzin 20 Pelayanan Proses ljin Kab.  |proses Izi
503,02, | ovananProses ljin P , 6.000,000 [ - oY : Pog | s An |20 Dokumen 6.000.000
2.04.00 Perceraian Pegawai Perceraian Pegawai| Dokumen Perceraian Pegawai Perceraian Pegawai
yang Dilayani yang Dilayani
PENDIDIKAN DAN PENDIDIKAN DAN
84,912,000 912,
5.04 PELATIHAN Kab. PELATIHAN Kab, 84.912.000
Pbg Pbg
Cak Kebijaka Cak Kebij
PENGEMBANGAN b Hpan febllakan PENGEMBANGAN akupan Kebijakan
Kab. | penyelenggaraan Kab.  penyelenggaraan
SUMBER DAYA Pbg 80% 84.912.000 |SUMBER DAYA Pbg 80% 84.912.000
5.04.02 MANUSIA Pengembangan MANUSIA Pengembangan
5DM SDM
Sertifikasi,
Sertifikasi, Kelembagaan, Persentase CPNS Kelembagaan, Persentasa CPNS
P b a ikuti Pen b ngikuti
5.04,022, | Cneembangan yang mengikuti 100% 84.912.000 | onecmoangan yang mengiut 100% 84.912.000
02 Kompetenst Manajerial Pelatihan Dasar Kompetensi Pelatihan Dasar
dan Fungsional CPNS Manajerial dan CPNS
Fungsional
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Kab. i Kab, i
Penyelenggaraan PE;’S ot Penyelenggaraan Pbg iy
a
; Ve bgg Penyelenggaraan Pengembangan Penyelenggaraan
n angan
Ke £ ": Sig:a ' Pengembangan Kompetensi Bagi Pengembangan
o n { i bagi i bagi
22 p':?:ai o r;gh Kempetensi bagi Pimpinan Daerah, Kompetensi bagi
2. I a I i S i
5.04.0 ‘mp R 9: L Pimpinan Daerah, 120 laporan 84.912.000 Jabatan Pimpinan Pimpinan Daerah, 198 laporan 84.912.000
02.07 Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tingsi, Jabatan Jabatan Pimpinan
Jabatan Fungsional, Tinggi, labatan Fungs;onal Tinggi, labatan
Kepemimpinan, dan K o g
Prajabatan Fungsional, e;femlmplnan, an Fungsional,
Kepemimpinan, Prajabatan Kepemimpinan, dan
dan Prajabatan Prajabatan
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Dari Tabel diatas rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD
hal ini dikerenakan penyesuaian dengan kebutuhan yang ada di BKPSDM Kabupaten
Purbalingga dan peraturan kepegawaian yang sangat dinamis pasca diterbitkanya UU ASN
yang bary

Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari
kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap
prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan,
sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Purbalingga. Program dan kegiatan di
BKPSDM Kabupaten Purbalingga tidak ada yang berasal dari usulan para pemangku
kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan BKPSDM,
LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota
yang langsung ditujukan kepada BKPSDM maupun berdasarkan hasil pelaksanaan

musrenbang kabupaten/kota,




BAB il
TUJUAN DAN SASARAN BKPSDM

31.  Telaahan terhadap Kebijakan Nasionai

Telaah Renstra KementerianTIEebr?(Ii:;}:iéunaan Aparatur Negara RB :
T T T  Permasalahan T Sebagai Faktor |
! Kepegiavsggn dan Ii I '
NO‘E Menesﬂegigsaahr?e‘::gr?g:n RB - Pengembangan Penghambat | Pendorong
; ( Sumber Daya i :
! | ManusiaKabupaten |
77777 | B . f Purbalingga | ' o
7 2 ; 3 4 5
1. "F'rﬁeir}ijnfé%ﬁ_pgrﬁtaﬁéi?' | Kurang optimalnya | Masih belum | Rencana )
| berbagai kebijakan - Pengembangan ' adanya pola | pengadaan/
{ sebagai fondasi sistem Kompetensi dan *‘ karier yang - pelaksanaan i
] merit dalam manajemen \ Profesionalisme jelas berbagai macam
‘ Aparatur Sipil Negara ‘ ASN | Bimbingan
| (ASN) menuju Smart ASN i ' Teknis bagi ASN |
2 ?ﬁgﬁéﬁ{aﬁkan penerapan  Kurang optimainya | Seiain SKP, AdanyaE-~
| Sistem Akuntabilitas Kinerja ASN ukuran ' Kinerja
Kinerja instansi keberhasilan memungkinkan
Pemerintah (SAKIP) guna | kinerja ASN j terukurnya
| mewujudkan ? ' befum | Kinerja ASN
| penyelenggaraan sepenuhnya pada saatnya
penerintahan yang efektif terukur nanti
dan efisien
3. | memperluas o B I
pembangunan zona
integritas untuk
mewujudkan birokrasi

yang bersih dan melayani

RENJA BKPSDM



3.2, Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Pembangunan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
dilakukan melatui misi ke-1, yaitu . * Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional,
Efektif, Inovatif, Bersih Akuntabel dan Demckratis, sehingga mampu memberikan
Pelayanan secara Prima kepada Masyarakat” Upaya peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui pembangunan sosial dan ekonomi mutlak memerlukan dukungan
penyediaan infrastruktur yang memadai. Implementasi misi ini diwujudkan melalui
Pengembangan PNS melalui analisis jabatan dan pengembangan PNS yang didukung pola
karier yang jelas, Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang
mengacu pada standar pelayanan atau Standart Operational Procedures (SOP),
Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi dan penilaian kinerja pegawai yang dapat
dipertanggungjawabkan, Peningkatan kualitas kedisiplinan PNS dan kesejahteraan PNS
yang didukung reward and punishment.

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga
dan Peraturan Bupali Nomor . BKPSDM menetapkan tujuan jangka menengah yang ingin
dicapai terkait dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM | vaitu : "Meningkatkan
profesionalitas ASN” dengan indikator kinerja, yaitu Angka Indeks Profesionalitas ASN.

Mengacu pada tujuan dimaksud, maka terdapat 2 (dua) prioritas sasaran yang
ingin dicapai pada tahun 2022 yaitu : Penerapan Merit Sistem dengan indikator Indeks
Penerapan Sistem Merit ASN dan Meningkatnya Kulaitas Kelembagaan dengan
indikator Nilai SAKIP BKPSDM

Strategi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusiapada
prinsipnya merupakan langkah-langkah yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten
Purbalingga dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi pembangunan.
Strategi akan dilengkapi dengan arah kebijakan, yang menunjukkan fokus atau prioritas
perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar

menuju pada tujuan, sesuai dengan kurun waktu 5 tahun mendatang.

Strategi untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2021 - 2026, sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan & pengadaan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai
yang ada dan yang akan pensiun dalam flima tahun:
Untuk melakukan penyusunan kebutuhan formasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purbalingga secara tepat dan akurat perlu dilakukan analisis kebutuhan

pegawai berdasarkan kondisi bezetting.
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2. Promosi, Mutasi, dan rotasi secara objektif dan transparan:
Peningkatan kualitas pengukuran kompetensi ASN diarahkan untuk mencapai
kesesuaian antara syarat jabatan dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh
pegawai ASN dalam melaksanakan tugas / jabatan sehingga dapat memenuhi prinsip
the right man on the right place.

3. Manajemen Kinerja secara terukur;
Melaksanakan pengelolaan kinerja pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri
PANRB Nomor 6 Tahun 2022

4. Penyediaan system pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian;
Melalui pemanfaatan teknologi dan informasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelathan Daerah Kabupaten Purbalingga memberikan kontribusi  dalam
pengembangan sumber daya aparatur yang profesional agar mampu
menyelenggarakan pemerintahan secara bersih, jujur dan transparan melalui
pembangunan dan pengembangan sistem informasi pengelolaan data kepegawaian.
Dengan dukungan keakuratan data dan integrasi sistem informasi manajemen
kepegawaian beserta sub sistemnya dan penerapan layanan paperless akan sangat
mendukung percepatan proses pelayanan kepegawaian.

5. Perlindungan pegawai:
Perlindungan kepada PNS dalam hal ini adalah dengan pemberian TASPEN,
KARIS/KARSU.

6. Pengembangan karir yang jelas;
Untuk mendukung pengembangan karir ASN, peru diupayakan peningkatan
kompetensi pegawai ditakukan meialui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan
hasil analisis kebutuhan diklat dari masing-masing pegawai ASN.

7. Penggajian, penghargaan dan disiplin ASN.

8. Meningkatkan Akuntatabilitas Kinerja BKPSDM.

PNS sebagai unsur Aparatur Sipil Negara diharapkan menjadi teladan bagi
masyarakat, harus bebas dari pengaruh politik praktis dan tidak diskriminatif dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat serta harus memiliki disiplin, loyaiitas dan
semangat pengabdian yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mewujudkan
ioyalitas, pengabdian dan motivasi kerja yang tinggi perlu didukung dengan pemberian
reward dan punishment.
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~ Arah Kebijakan BKPSDM

Merujuk pada strategi tersebut  diatas, BKPSDM  Kabupaten  Purbalingga
menetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Perencanaan Formasi dan Pengadaan Pegawai berdasarkan Anjab dan ABK;

2. Promosi, mutasi dan rotasi sesara obyekdif;

3. Penerapan target kinerja, Evaluasi kinerja berkala, Promosi, mutasi, diklat;

4. Penyediaan sistem pendukung, E-kinerja, e-performance, e-office, SIMPEG:;

5. Program perlindungan : Taspen dan Karis/Karsu, Layanan Pegawai | KGB &
KP;

6. Kebijakan dan program BKPSDM : Talent pool dan Gap kompetensi;

7. Penggajian berbasis kinerja . berdasar pd peta jabatan dan kelas jabatan,

Penghargaan : ASN berintegritas, satyalencana.
8. Peningkatan Nilai SAKIP BKPSDM sesuai yang ditargetkan.

~ Prioritas BKPSDM

Prioritas daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusiasebagai berikut

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana;

Sebaik apapun kualitas aparatur tanpa didukung dengan adanya sarana
dan prasarana yang memadai tidak akan mencapai suatu tingkatan kinerja yang
optimal. Sebagai konsekuensinya dalam rangka terwujudnya profesionalisme
pegawai dalam arti agar menghasilkan kinerja yang optimai maka diperiukan
sarana dan prasarana kerja yang memadai,

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah sesuai dengan
kebutuhan dan dinamika perubahan;

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur merupakan aspek
prioritas disamping upaya peningkatan aspek kuantitas, mengingat dinamika dan
perubahan masyarakat yang perkembangannya semakin cepat sebagai dampak
langsung dar percepatan era informasi dan globalisasi. Di sisi lain aspek
kualitas juga sangat memeriukan adanya peningkatan profesionalisme,
tanggungjawab. kejujuran, dan keadilan dalam rangka membentuk pegawai
yang responsif, transpanan dan akuntabel.
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3. Peningkatan tertib administrasi kepegawaian;

Dalam manajemen kepegawaian, aspek administrasi merupakan aspek
penentu dari proses manajemen. Oleh karena itu tertib administrasi menjadi
suatu keharusan bagi terwujudnya kelancaran dalam proses manajemen
kepegawaian.

4. Penyediaan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat.

Ketersediaan informasi yang tepat dan akurat sangat penting dalam
rangka membuat kebijakan yang efektif, baik tepat dalam hal waktu, jenis
informasi ataupun sumbernya.

Untuk lebih jelasnya gambaran dari Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan Jangka
Menengah BKPSDM tersaji dalam matrik dibawah ini;
Tabel 3.2 ;

i

VISIH{RPJMD) :  Terwujudnya Masyarakat Purbalingga yang berdaya saing, Sejahtera
dan Berakhlak Muiia ‘

L MISTH1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efekiif, inovatif,
bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan
pelayanan secara prima kepada masyarakat.

TUJUAN :  Meningkatkan tata kelola pemerintahan baik dan kualitas pelayanan
(RPJMD) publik '
SASARAN : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah
(RPIMD} 2. Meningkatnya kualitas pelayanan public '
] Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
- Meningkatka 1.Pener 1. Perencanaan kebutuhan Perencanaan Formasi dan
n apan & pengadaan pegawai Pengadaan Pegawai
profesionalit Merit dengan berdasarkan Anjab dan ABK
©as ASN system mempertimbangkan i
pegawai yang ada dan

yang akan pensiun dalam

tima tahun
2. Promosi, Mutasi, dan | Promosi. mutasi dan rotasi
rotasi secara objektif dan | ser obyektif
. transparan. ‘,
3. Manajemen Kinerja . 1. Penerapan target kinerja |
secara terukur 2. Evaluasi kinerja berkala |

3. Promosi, mutast, dikiat




" 4. Penyediaan system 1. Penyediaan sistem

pendukung untuk pendukung
peningkatan kualitas 2. E-kinerja, e-
tayanan kepegawaian performance, e-office
3. SIMPEG
5. Perlindungan pegawai 1. Program perlindungan :
Taspen dan Karis/Karsu

2. Layanan Pegaai : KGB &;

KP
6. Pengembangan karir Kebijakan dan program
yang jelas BKPSDM ;
- Talent pool
‘ - Gap kompetensi
7. Penggajian, 1. Penggajian berbasis
penghargaan dan disiplin kinerja : berdasar pd petaf
: - ASN jabatan dan kelas jabatan§
2. Penghargaan : ASN '
berintegritas,
satyalencana
: 2.Meningk Meningkatkan Peningkatan Nilai SAKIP
atnya . Akuntatabilitas Kinerja BKPSDM sesuai yang
Kualitas @ BKPSDM ditargetkan
Kelemba |
gaan

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah BKPSDM TH 2021-2026

3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan
kegiatan,
1) Keterkaitan dengan RKPD 2024
Dalam Rancangan RKPD Tahun 2024 Terdapat 6 Program Prioritas
Pembangunan Kabupaten Purbalingga yaitu
Peningkatan Kualitas Manusia
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat
Peningkatan Pelayanan Publik
Penguatan Desa

Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif

L T e

Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur Berkelanjutan
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Keterkaitan BKPSDM dengan Rancangan RKPD Tahun 2024 adalah Program
Prioritas Kabupaten Yang ke 3 yaitu Peningkatan Pelayanan Publik yang Salah
Satu Strategi Intervensinya Yaitu Pembaharuan terhadap Sitem Penyelenggaran
Pemerintahan melatui Reformasi Birokrasi yang memanfaatkan Teknologi Informasi
Dengan demikian focus BKPSDM dalam penyusunan Renja 2024 adalah
Optimalisasi Tujuan dan Sasaran BKPSDM dalam hal ini Nilai IP ASN dan Nilai
Sistem Merit dengan isu strategis Antara (ain Optimalisasi Tiap dimensi dalam
pemenuhan 1P ASN, kebutuhan ASN, Pengembangan Kompetensi ASN dan

Integrasi Sistem Kepegawaian

2) Jumlah program dan jumlah kegiatan
Renja 2024 terdapat 3 Program dan 13 Kegiatan
a.  Program Penunjang Urusan Pemerintahan
b. Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan oleh 4 bidang dengan perincian :
» Kegiatan Pengadaan Pemberhentian dan informasi oleh Bidang Pengadaan
Pemberhentian dan Informasi
= Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN oleh Bidang Mutasi dan Promosi
* Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN oleh bidang pengembangan
kompetensi Aparatur
+ Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur oleh bidang Penilaian
Kinerja Aparatur dan Penghargaan
C.  Program Pengembangan SDM terdiri dari Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan
dan Pengernbangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional oleh Bidang

Pengembangan Kompatensi Aparatur

b.  Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD hal ini
dikerenakan penyesuaian dengan kebutuhan yang ada di BKPSDM Kabupaten

Purbalingga
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BKPSDM

4.1. Program dan Kegiatan

4.1.1. Program
Badan Kepegawaian Pendididkan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
memprioritaskan  pembangunan yang diwujudkan dalam program-program
kegiatan yang terdiri 3 (tiga) program sebagai berikut:
4.1.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:
4.1.1.2. Program Kepegawaian Daerah;
4.1.1.3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

4.1.2. Kegiatan
Guna memperlancar pelaksanaan program dan sasaran tersebut diatas, maka
ditaksanakan kegiatan-kegiatan, yaitu
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah. dengan kegiatan-
kegiatannya sebagai berikut :
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah:

Administrasi Umum Perangkat Daerah;

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

@ " 2 a0 oo

Pemeiharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah.
2. Program Kepegawaian Daerah :

a. Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN:

b.  Mutasi dan Promosi ASN.:

¢. Pengembangan Kompetensi ASN:

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia :

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsicnat.

Secara rinci program dan kegiatan Rencana Kerja 2026 tersaji dalam matrik di bawah
ini
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Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Purbalingga

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Catatan

Rencana Tahun 2024 Pentin Praknrgrllrna%;lsencana
| Urusan/Bidang Urusan 9
Kode ‘ Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja
‘ dan Program /Kegiatan Target Jenis Befanja Sumb Target Iﬁéebu};han
‘ Lokasi | Capai umber | Capai ana/Pagu
: paian Dana { -apaian Indikator
| Kineria BI. B. Pegawai Kinerja (Rp.000}
() 12) {3 (4} {9 (7} {8} (9 (10 {10}
| BKISDM 7.385.589.200
. UNSUR PENUNIANG ) TR
5007 URUSAN DAU ; R
i ) FEMERINTAHAN ) R
5 5.03 KEPEGAWAIAN
S PROGRAM PENUN)ANG |
B £y TRA e
b 50301 HRUSAN PEMERINTAH 423.545.000 | 5.522.289.000 5.933.825.700
DAERAH
Perencanaan dan
3 3030120 Evaluast Kinerja 1.750.000 - -
Perangkat Daerah ) o 3.850.600
5503012010001 Penyusunan Renstra dan i:lni}fa‘i{ﬁ:nj:uﬂ skt 5 dok 190,000
T AL UL Renja Peranghatt Dacrah | | l;j_m‘ AN PEEANERA | pgpsny |7 . 1.630.000
- . . Jumlah faparan
. I ' Evaluasi Kinerfa o Tvod e,
5| 583012010007 Perangkat Daerah evaluasi kinerjs BrpspM P 1260000 2200000
perangkat daerah o .
Prosentase f'emuan
cir . ot e ooy
B8 0a 0L 202 Administrasi Keuangan | pengelolaan dnggaran | by oo 59260000 | 5522289000 | 5.512.155.000 |
yang ditindaklanjut o !
) . wmlah orang vang
5 o . 7 vang
51 5.03.01.2.02.0001 Penyedinan taji dan menerima gaji dan 44 Org/bl

Tunjangan ASN
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Penyediaan Administrasi

¢ Jwmiah dokumen hasi!
i penyediaan
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SKED

SPBE pada SKPD

[ = " y p D0 %y
3 | 503012020002 Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi BKPSDM 125 dek 22566000 44.500.000
Pelaksanaan Tugas ASN
Koardinasi dan ]}1 rnl‘ah dt%cmnvn
5 ST X B 242 UiH3 Pelaksanaan Akuntansi koordinasi dan 3 dokumen 11345700
| ’ ’ . SKI'D i pelaksanaan akantansi BKPSDM & - 36.760.600 ! T
: SKPD B o
- . e Administrast BMD pada Jumlah Laporan BMD )
Py 030 203 Perangiat Daerah pada SKPD BRPSDM | S0P 3.500.000 2.200.000
iah Laporan
Penatausahaan BMD Jum
Y T LY ), - 5 - g H
515 63 01 203 0006 pada SKPD b enat?ausahadn BMD BRISOM 36tap 3,990 000 5 200,000
- pada SKPD 7
- . . Administrasi - :
K 5 ; { .05 a-Ri ai SKP
5 x 03 _ 1 2.05 Kepegawalan Rata IhtarN\Izi SKi BKPSDM 13000000 | 11.000,000
Pendidikan dan Pelatihan 2:::::‘::];:35:1‘:3;&% dan
4 o “ eI 1 ! " e - " SRR i< e
Cope ol aGs oo ?{‘I;:";‘“ Rantugasdan oG vang mengikuti | BKPSDM | 0 OanE 12.060.000 1L600.000
- B Diklat -
5 5 : 01 2 ini i 504073,
5 03 ! 2.06 Administrasi Umum HKPSIM 27 144,000 50.073.100
N ; Jurniah Paket
. Penvediaan Komponen Komponen Instalasi
" . . instalasi T
: k3 . . ) Astr e rdng: Alee 027, .
3 83 01 206 0001 Listrik/Penerangan Listrik/panerangan BKPSDM 7 paketr 1L6Z7.0008 1 785 700
B Kanter bangunan kantor vang
1 3’7 o disediakan o .
N "
505 0% a1 206 ogoq | enyediaan Bahan ;:jn:islzlllclk:;:ﬁf .a’!;:x: 7 paket 14.158.000
o ’ e Logistik Kantor R e yang BEPSLM pé T 232364060
) disediakan
et o oSO
- = P “ P Bae P e - ‘
505 03 0t 206 0006 }zanaan dant uziltm‘:m Perundang-undangan BKPSDM 12 dokumen L 200,000 1100.990
Perundang-lindangan R ;
. yang disediakan B
505 03 01 206  oopg | PHlitssiKunjungan {-’i‘lﬁ]li}ii}"';?;'m an 15 laporan
3 [ - B ! & 3k th g “ o
‘ L Tam A Jung  BKPSDM ! 3.250.000 11575.000
¢ Penyelengaraan Rapat i}l;!:j;jﬁ;:;:::?:n Rapat /
5 5 : 12 109 inasi de i g oot R 5 lapor: 3.309.
> »o0s 0 a6 o ;t;:iﬂ;:aa:?;}?l) é ¥oordinasi dan BKPSODM | 7 taporan 3:309.000 6732000
o ! Konsultasi SKPD
D e S st e S T R e O SO SO
DT ot |
= o - o I3 - - NP PR U i
5 05 03 01 206 0011 Berhasis elektronik paca Bukungan Pelaksanaan BKPSDM 36 Dokumen 1 600.000 2640000



Pengadaan Barang Milik ' / i
PR (L5 . Daerah Penunjang
i 3 03 207 d H00.
Y . 3 Urusan Pemerintah 000,000
Daerah ) o ‘ o ) i
Penpadaan Peralatan dan [enkahy Unit Peraltan
505 03 0L 207 000 0 BN COTERAREAD g ein Linnva Yang | BKPSDM | Tunit 1008000
Mesin Lainnya ?
) - disediakan
Penyediaan Jasa
= [ " y o
A Penunjang Urusan BKPSDM 174.471.000 227.330.400
. Pemerintah Daerah
. Jumlah faporan
Penyedizan jasa Surat T o
63 01 208 1 Menyurat penyj:d_:aan jasa surat BRPSDM 27 Japoran 415900 156,500
B ) o menyurat ] . - )
Jumdah Laporan
Penyedizan Jasa penyediaan jasa :
93 01 208 02 Komuntkasi, Sumber komuntkasi, suraber . 36 laparan . G -
Caya Air dan Lisirik dayza air danlistrik BRESDM 104.000.000 154494300
_ yang disediakan R
juritlah Japoran
Penyediaan fasa penyediaan jasa . -
2 N - e A 5 B
0301 208 04 Pelayaran Umum Kantor | pelayanan umum BEPSDM 36 laporan 0056000 72.375.600
‘ kantor yang disediakan N ) ~
Pemellharaan Barang
= 03 01 200 Milik Daerah Perunjang
' h = Urusan Pemerintahan BK#SDM 143,020,000 127.217.200
Daerah L Iy —
Penyedizan  Jasa nnmliah kendaraan
Pemelibaraan, Blaya dinas operasional atau
- - P . . pemeliharaan, Pajak. dan Lapangan yang PO
SO RS 92| berizinan Kendaraan dipelikiara dan BrpsuM | <3 unl 131.020.000 ! 116.217.200
Dinas/Operasional atau dibayarkan pajak dan
lapangan perizinannya
Pemeliharaan perajatan jumlah peralatan dan
- . 5 A Al Et N : 4 e d ; :
503 0L 209 9 dan mesin lainnya inesin laiya yang BRrspM | Hum 6,000,060 5500.000
: o dipelihara . T 3 ) ; o
jumnlah gedung kantor ;
Pemelibharaan/rehabilitas | dan bangunan laiya
I - ) ) 05 R o K- W S R H
5 03 0l 2.0 09 ICednt;-hdmgi dan yang - - BKIPS1IM 1 unit 6000000 ! 5500000 |
Bangunan Lainnya dipelihara/direhabilita ] i I
s1 ; : |
e 2.299.65 :
| BKPSDM | 7000 i
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Indeks Kualifikasi
merit svstem, Aspek

- o5 . : I N
: KEPEGAWAIAN DAERAH - Perencanaan, BKPSDM 1.184.623.000 1,391.263.000
Pangadaan, sistem
............ informasi R
Jumlak Nilai Merit
Pengadaan, Cepen .
Pemberhentian dap sIsten aspek
Soh 03 02 201 perencanaan, e 194.903.000 244.860.000
Infromasi Kepegawaian . BKPSDM | 47
ASN pengadaan, sistem
informasi
5 03 62 2m 0602 56.263.000
o Jumlah Dokumen hasil o
kovrdinasi dan Fasilitasi kegiatan  Koordinas|
5 5 : 2 2 A e fi ‘asilitas . 5 't . Z2TTHID0G
SR 0R ROE 0008 | i PNS dan pppk | 490 Fasiitast , BKpshy | 00 O 130.810.000 7700080
Pengadaan PNS dan
_________ . PPPK o
; Jumiah dokumen hasil :
Koordinasi Pefaksanaan kegiatan Koordinasi
PO . 5 an I ) :
5 503 020 01 G006 Admmxsh’ag Pe!a]‘c.;lmaan. BKPSDM 300 dok 4.000.000 8.800.000
Pemherhentian Administrasi
o Pemberhentian e
Penpelokan Sistemn jumlah dokumen hasil
50030 02 201 0010 geioRan dutem Pengelolaan Sistem e 4 dok 3830000 H.360.000
o Infarmasi Kepegawatan . ) BKISDM
Informasi Kepegawatan
jumlah nilai merit
- . 5 o . 5 IO ‘
5oL 03 62 202 Mutasi dan Promost ASN SjlsFefl1 élﬂ)tk mutas, BKPSDM | 18 A11.974.000 385.600.000
LS D OWe L 85000000 "
Jumiah dokumen hasil
pelaksanaan Mutasi
ASN yang Meliputi
- - . . , . [abatan Pimpiran . { i
B fd 1 07 3, P s H .
50 R 063 02 202 (1 E Pengeiotaan Mutas) ASN Tinggi, Jabatan BKPSIIM 100 dok L A6.574.000 192 506,000 |
: Administrasi, Jabatan
i Pelaksana dan Mutasi :
ASN antar Daerah : ‘
: . jumlak Pengelolaan ‘
Pengeloluan Kenatkan Jum -
- P - ' (4 . 4 R
SR 03 0z 0 0z Pangkat ASN igﬁalkarz Pangkat BKPSIM 800 dok 12.500.000 27500000 |
Jumlah dokumen hasil i
.03 ‘ e Pengelolaan i ;
R 22 Ceng P g ; 5 !
5 02 202 13 Pengelelaan Promosi ASN ! Pengembangan BKPSIIM 50 dok 252.500.000 165000 000
i Promosi ASN




¢ jumlsh nilat merit

- . . Pengembangan .
- 2 it .
505 0% 02 203 Kompetensi ASN sistem aspek BKPSDM . 54 479.415.000 625.773.500
pengembangan karir o
) Jumlah ASN yang
- n . P Peninglatan Kapasitas © .
k ; : 2 2033 ] o i ANy . g
>[5 88 Kinetja ASH mentugkat ! BKpsuM | © TR 23.630.000 41.965.000
T kapasitasnya i . n SR
505 03 oz zp3 oz enaelolandssesment ll;l:]i}l]o(;;ﬁi ssessment © 4 dek 25.025.000
) ’ ’ e Center ?Pnfer e BKPSDM P 74800000
fumlah ASN yang
- . Pengeloiaan Pendidikan mendapatkan :
= o] :
3050302 203 04 tan ASN Pendidikan Lanjutan | BKPSOM | ° °T8 12481000 ; 47.160.300
. ) ASN 1 )
Koordinasi dan jumlak dokumen hasit
) . Y an - A Koordinasi dan
3 5 : 2.03 : prjasama Pelaksanas e . A
> P w62 o 05 :g‘}ii‘_::“” CPelaksanaan 1yl Same prpsoM | |7 4ok 345,201,000 A3 AALEO0
Tl Pelaksanaan Diklat
jumiah laporan hasi
. . o A Evaluasi Dikiat dan Evaluagl Diklat dan
PR R ; s
515 03 02 203 7 Sertifikasi jabatan ASN Sertifikasi BKPSOM | 1 Faporan 4870400 : 306400
Jabatan ASN
.- 6 0z, . . Pembinaan labatan Jumiah ASN fungsional . - :
5 3 208 01 Funpsianal vang dibina BKPSDM 300 orang 8595000 ; 16.500.000
B fumlah nilai merit T - T o
sistem aspek
s s az ey 2o Penilalan dan Evaluasi matajemen kinerjo,
W - Kinerja Aparatur Pengpagian. BKPSBM 61 98.327.000 135.630.000
penghargaan dan
L N disiplin, perlindungan o
Pelaksanaan Penilaian i;?;tig;’i‘:?:&;izi
5 5 0 A 0z an Evatuast Kiner: A . N, 5 .
|2 00z a0 ‘ ii';f:[ff;”“ Kineria penifaian danevaluasi | BRPspM | o0 4ok 15020000 27.500.000
N B Apars kinerja aparatur o
Pengeinfaan Pemberian - o
« . . 5 ) ) lzh ASN yang .
505 03 02 20 - Penghargaan B: Jum Y 4865000
P Bl e :L;}f&?ﬁmm H diberikan penghargaan | BKPSDM | 0 08 oH6R00 80,300,000
) o ' jumlah ASN yang o o I o
- . o ) - mendapatkan
5 : k . 7 > CE $ . . o
> > 03 02 2 0 Pembrinaan Disiplin ASN pembinaan BKPSDM 10urg 16.582.000 52 330000
kedisiplinan E U S NN B .
P - . ‘ ¢ Pelayapan Proses 1zin }um]ai.l Dflkumen . . i - =
54503 02 204 69 y Proges lzin perceraian BKPSDM - © dok 2860.000 5.500.0060

Perceraian Pegawal

vang dilayani
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515 04 | BKPSDM

e | Ca G |
. : Ve GER Dok . i

SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan SDM_ .kfhl 5’.“M 17 247';430.000 »“,WWEE:UM{HHE}_ i
Sertifikasi, Kelembagaan,

- g o Penpembangan jumlah peserta Latsar

51 02z , B . % &

R Kompetensi Manajerial | CPNS gkpspm | 100% 247.436.000 60.500.000 |
dan Fungsiona} N i
Fenyelengparaan Jumlah Laporan Hasil
Pengembangan Penyelenggaraan |
Kompetensi Bagt Pengembangan ‘
¥ i 2 et N L :

5 504 0% 202 07 Iumnnan‘Uagmh,w ‘ K‘ummtensihagl i ) ‘ '
Jabatan Pimpinan Fingpi, Pimpinan Laerah, (9T, BEPS M 247.430.000 SO L0000
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BAB V
PENUTUP

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusisa Kabupaten Purbalingga
tahun 2026. seluruh pejabat dilingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kabupaten Purbalingga waijib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas,
transparansi, akuntabilitas dan partislpatif.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka pelayanan
umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik diantara kegiatan
dalam satu program maupun kegiatan antar program dengan tetap memperhatikan tugas pokok
dan fungsi yang melekat pada masing-masing bidang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Renja Tahun 2026 merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Purbalingga dan masyarakat dalam pembangunan sehingga tercapai
sinergi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan hal
tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2025 sebagia berikut
1. Seluruh pegawai dilingkungan BKPSDM Kabupaten Purbalingga berkewajiban untuk

melaksanakan program-program dan kegiatan yang terutang dalam Renja tahun 2025
dengan sebaik-baiknya

2. Renja Tahun 2026 menjadi acuan dan pedoman bagi pejabat dilingkungan Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya ManusiaKabupaten Purbalingga dalam
menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun pelayanan

3. Pada akhir tahun anggaran 2026, setiap bidang wajib melakukan evaiuasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan,
kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD. serta
kesesuaian dengan ketentuan peratuaran perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaan APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

4. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap kepala bidang wajib melakukan
pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperiukan. dan
melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Kepala Badan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pelaksanaan Renja tahun 2026 akan sangat tergantung pada sikap
mental, tekad. semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak. Oleh
karena itu agar kebijakan dan program yang telah dituangkan dalam Renja tahun 2026 tersebut
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dapat dilaksanakan dan direalisasikan secara optimal serta dapat mencapai sasaran, oleh
karena itu dukungan dari berbagai pihak sangatlah diperlukan,

Akhirya, semoga cita-cita menggapai efisiensi kelembagaan dan Sistem

Manajemen Aparatur Sipil Negara segera dapat terwujud.

Pubaiingga. Joea a2
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